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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus Di 

Sektor Kaliwungu)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian 

dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermoto dan kendala 

apa yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana solusinya. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 

sosiologis dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Sumber data adalah data 

primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor 

Kaliwungu dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Analisis data 

penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam hal penanggulangan tindak 

pidana pencurian bermotor, Polsek Kaliwung melakukan pengamanan terpadu 

bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk 

himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, 

peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan 

terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh 

aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

diantaranya faktor masyarakat, faktor barang bukti, faktor pelaku terorganisir, dan 

faktor modus operandi. Adapun solusi yang dilakukan oleh Polsek Kaliwungu 

dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya menentukan titik-titik rawan, 

mempelajari modus operandi, melakukan razia secara rutin, dan mengajak 

masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan penyidikan serta penahanan di 

Polsek bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor. 

 
 

Kata Kunci: hambatan, pencurian kendaraan bermotor, peran. 
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ABSTRACT 

 
 

This research is entitled "The Role of the Police in Combating Motor 

Vehicle Theft in the Kaliwungu Area (Case Study at Kaliwungu Police Station)". 

The purpose of this study is to determine the role of the police in overcoming the 

crime of motor vehicle theft, what obstacles are faced by police officers in tackling 

motor vehicle theft crimes, and how to solve them. 

The approach method used in this study is sociological juridical with 

descriptive analysis research specifications. The source of the data is primary data 

obtained by means of interviews with the Kaliwungu Sector Police and secondary 

data obtained by means of literature studies. The data analysis for this study was 

carried out qualitatively. 

The results of this study stated that in terms of tackling motor theft crimes, 

Kaliwungu Police carried out integrated security with the community, improved 

police performance, installation of appeal banners, counseling to the community, 

counseling to parking attendants, improved Criminal Investigation Department’s 

performance in preliminary investigations and full investigations as well as 

supervision of recidivists, and cooperation with the government. Obstacles faced 

by police officers in tackling motor vehicle theft crimes include community factors, 

evidence factors, organized perpetrator factors, and modus operandi factors. The 

solutions carried out by the Kaliwungu Police in overcoming these obstacles 

include determining vulnerable points, studying the modus operandi, conducting 

regular raids, and inviting the public to actively participate in tackling motor 

vehicle theft crimes, and conducting investigations and detentions at the Sector 

Police for perpetrators of motor vehicle theft. 

 

Keywords: Obstacles, motor vehicle theft, role 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 
 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah 

amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, konstitusi 

Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan 

menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
1
 

Ciri-ciri negara hukum Menurut Oemar Seno Adji: Salah satu ciri 

pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan 

beragama. Tetapi kebebasan yang positif, artinya tidak ada tempat bagi ateisme 

atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-Ciri negara Hukum 

Pancasila:
2
 

a. Hubungan yang erat antara agama dan negara 
 

b. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa. 
 

c. Kebebasan beragama dalam arti positif 
 

d. Ateisme tidak dibenarkan. 
 

e. Komunisme dilarang. 
 

f. Asas Kekeluargaan dan Kerukunan 
 

 

 

1 H.Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 

hlm ix 
2 Arizona, Yance, 2010, Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara 

Hukum Indonesia, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) 

Conference, Senggigi, Lombok. 
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Setiap negara hukum memiliki. Aparat penegak hukum termasuk 

Kepolisian yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi, dan tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam beberapa 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
 

Salah satu penegak hukum adalah polisi. Polisi dapat diartikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 

adalah “segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

dengan peraturan perundang-undangan”. 

Tugas Kepolisian tertuang di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 

Tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia :
4
 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

 

b. Menegakkan hukum; 

 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam menegakkan hukum polisi merupakan badan yang menentukan 

proses penyelesaian suatu perkara pidana. Menurut pendapat Moeljatno unsur 

perbuatan pidana adalah: Unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang 

menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana,dan 

 

3 H.Warsito Hadi Utomo, Loc.Cit, hlm ix. 
4 I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti,2013, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal362 KUHP 

Tentang Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Kertha Semaya,Vol. 01,No.03,Mei 2013 ojs.unud.ac.id, 

URL : https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353 hlm 4 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353
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juga ada unsur melawan hukum objektif. Salah satu tindak pidana pencurian 

merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum terjadi diantara sekian banyak 

tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat. 

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu 

berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan 

melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam 

Pasal 362 KUHP :
5
 

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

 

Di pasal itu terulis “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau 

semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang 

mana sudah ditentukan perundang-undangan. Kata mengambil ini dapat 

diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagaian yang dimiliki 

oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan 

hukum. 

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam 

Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai 

berikut:
6
 

 

 

 

 

 

 

 
5 Prof.Moeljatno,S.H.”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hlm 128 

 
6 http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, pada 

tanggal 28 Agustus 2023, pukul 19:45 WIB. 

http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php
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a. Unsur subjektif: met het oogmerk om het zich wederrechelijk toe te 

eigenen. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 

melawan hukum”. 

b. Unsur objektif : 

 

1) Hij atau barang siapa 

 

2) Wegnemen atau mengambil 

 

3) Eenig goed atau sesuatu benda 

 

4) Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang 

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan 

apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Dengan 

perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam 

sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang 

semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di 

seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya 

tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap 

kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi 

kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota 

masyarakat lainnya. 

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian 

merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Pencurian yang sering terjadi pada saat ini adalah pencurian kendaraan 

bermotor. Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu 

kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak 



5  

 

 

diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat 

membuat tingkat kemiskinan tinggi, yang akhirnya mendorong angka kriminal 

juga ikut naik. Mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut 

naik. 

Salah satu daerah yang mengalami kenaikan dalam kasus pencurian 

yaitu Kecamatan Kaliwungu. Di daerah Kecamatan kaliwungu tercatat dalam 

tiga tahun belakang mengalami kenaikan dengan tahun 2021 tercatat 9 kasus, 

2022 tercatat 11 kasus dan 2023 tercatat 12 kasus. Dalam kasus pencurian 

tersebut paling banyak mengenai pencurian kendaraan bermotor roda dua. 

Tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar. Biasanya kasus 

pencurian terjadi di tempat-tempat ramai seperti tempat parkir pinggir jalan, 

pemukiman warga dan pertokoan. Ada juga masyarakat yang lalai 

meninggalkan kunci sepeda motor, sehingga memberikan kesempatan terhadap 

orang yang mau melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendaloam 

mengenai : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus di 

Sektor Kaliwungu). 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaiimana   peiran   Keipolisi           iian   dalam   peinanggulangan   tiindak   piidana 

peincuriian keindaraan beirmotor? 
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2. Keindala apa yang diihadapii       oleih aparat Keipolisi           iian dalam peinanggulangan 

keijahatan peincuriian keindaraan beirmotor dan bagaiimana solusiinya? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Beri         dasarkan  peirmasalahan  dii             atas,  maka  tujuan  yang  iingiin  diicapaii 

dalam peinuliisan iinii       adalah : 

1. Untuk meingeitahuii        peiran Keipoliisiian dalam peinanggulangan tiindak piidana 

peincuriian keindaraan beirmotor. 

2. Untuk meingeitahuii          keindala apakah yang diihadapii         oleih aparat Keipoliisiian 

dalam  peinanggulangan  keijahatan  peincuriian  keindaraan  beirmotor  dan 

bagaiimana solusiinya. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun  yang  meinjadii            manfaat  atas  peinuliisan  iinii            diiharapkan  adalah 
 

seibagaii       beiriki              ut : 
 

1. Manfaat Teioriitiis : 

 

a. Seibagaii       sumbangan peimiikiiran guna peingeimbangan iilmu hukum baiik 

yang beri         siifat umum maupun yang beirsiifat khusus. 

b. Untuk  meinambah  wawasan  keiiilmuan  khususnya  untuk  meinambah 

iilmu  hukum  yang  teirkaiit  deingan  peinanggulangan  tiindak  piidana 

peni             curiai              n   keindaraan   beri          motor   (Curanmor)   yang   sedi               ang   teri          jadii  

 

seihiingga  dapat  diijadiikan  reifeireinsii                bagii                piihak-piihak  yang  teri         kaiit 

dalam  meinanganii               tiindak  piidana  teirseibut.  Seri         ta  untuk  meinambah 
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wawasan teintang bagaiimana Polseki  Kaliwui  ngu dalam 
 

peni             anggulangan tindaki  pidai na peincuriai             n kendari  aan beirmotor 
 

khususnya roda dua. 

 

c. Seibagaii       syarat untuk meinyeileisaiikan studii       strata satu (S-1). 

 

2. Manfaat praktiis 

 

a. Bagii       keipeintiingan mahasiiswa 

 

Meinambah  peingalaman  dan  peingeitahuan  seihiingga  nantiinya  dapat 

beirpartiisiipasii       dalam peilaksanaan peimbangunan nasiional beirdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negi ara Repi ubliik I indoneisiia Tahun 1945. 
 

b. Bagii        Aparat Keipoliisiian 
 

Peni             eiliti         iai             n   iinii                     dilai                     kukan   diiharapkan   dapat   meimberi          ikai  n   beri         upa 
 

peimiikiiran bagii          aparat  peineigak  hukum yaknii          Keipoliisiai             n Reisor kota 
 

Keindal   Seiktor   Kaliwi  ungu   dalam   meinanggulangii                   tiindak   pidi  ana 
 

peni             curiai              n keindaraan beri          motor roda dua ( Curanmor ) 
 

c. Bagii       Masyarakat 
 

Peni             eiliti         iai             n iinii            juga diiharapkan dapat  meimberi          ikai  n wacana  baru  bagii  

 

masyarakat dan para peimiiliik keindaraan beirmotor khususnya roda dua 

seihiingga dapat meiniingkatkan keisadaran hukum dan keiwaspadaannya 

teri         hadap  tiindak  piidana  peincuriian  keindaraan  beirmotor  yang  teirjadii 

seri         ta   diiharapkan   mampu   meimbeiriikan   seibuah   wawasan   untuk 

masyarakat  dan  para  peimiiliik  keindaraan  beirmotor  dalam  meinceigah 

dan meinanggulangii       adanya peincuriian keindaraan beirmotor. 
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E. Terminologi 

 

Teirmiinologii         adalah  suatu  peiran  untuk  meinjeilaskan  peingeirtiian  darii 

suatu   iistiilah,   keimudiian   meimpeirjeilaskan   hiingga   tiidak   meileinceing   darii 

peingeirtiian yang seibeinarnya. 

Judul peinuliisan  iinii           adalah  “Peiran Keipoliisiian dalam Peinanggulangan 
 

Tiindak Piidana Peni             curiai             n Keindaraan Beri          motor dii        Wiilayah Kaliiwungu ( Studii  

 

Kasus Polseik dii         Kaliiwungu )”: 

 

1. Peingeirtiian Pe iran 
 

Peni             gerti                   iai             n   peiran meinurut Soeri         jono Soekanti  o, yaiti        u peri         an 
 

meri         upakan aspeki diinamiis keidudukan (status), apabiila seiseoi rang 
 

meilaksanakan  hak  dan keiwajiibannya  seisuaii           deingan keiiingiinan,  maka  iia 

meinjalankan   suatu   peiranan.   Dalam   seibuah   organiisasii                    seitiiap   orang 

meimiiliikii                    beri          bagaii                    macam   karakteiriistiki  dalam   meilaksanakan   tugas, 

kewi                    ajiiban atau tanggung jawab yang telai                    h diberii  iki               an oleih masiing-masiing 
 

organiisasii              atau  leimbaga.  Seidangkan  meinurut  Giibson  Ini  vanceivici  h dan 
 

Doneilly peiran adalah seiseiorang yang harus beirhubungan deingan 2 siiste im 
 

yang beirbedi a, biai  sanya organisasi.
7
 

 

2. Peingeirtiai              n Kepi                olisii                   ani 
 

Meinurut Sadjiijono  iistiilah “Kepi               olisi           iai             n” adalah seibagaii         organ dan 
 

seibagii                fungsii.  Sebi              agii                organ  yaiitu  suatu  leimbaga  pemerii  inti                        ahan  yang 
 

teirorganiisasii        dan teirstruktur dalam organiisasii         neigara. Seidangkan seibagaii 

fungsii,  yaknii             tugas  dan  weiweinang  seirta  tanggung  jawab  leimbaga  atas 

 

7 Syahron Brigette Lantaeda, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam 

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Vol. 40, Jurnal Administrasi Publik, 2017, hlm 2. 
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kuasa  undang-undang  untuk  meinye ileinggarakan  fungsiinya,  antara  laiin 

peimeiliiharaan keiamanan, keiteirtiiban masyarakat, peineigak hukum, 

8 
peni             gayom, pelayanan masyarakat. 

 

3. Tini dak Pi idana Peincuri ian Keindaraan Beri motor 
 

Obyeki  keijahatan curanmor adalah keni daraan beirmotor iitu seindiirii. 
 

“Keindaraan  beirmotor  adalah  seisuatu  yang  meirupakan  keindaraan  yang 

meinggunakan  meisiin  atau  motor  untuk  meinjalankannya”.   Keindaraan 

beri           motor yang paliing seiriing meinjadii       sasaran keijahatan curanmor roda dua 

yaiti        u  seipeida  motor,  kareina  seilaiin  proseisnya  yang  mudah  dan  juga 

peinjualannya sangat ceipat. 

Apabiila  diikaiitkan  deingan  unsur  dalam  Pasal  362  KUHP  maka 

keijahatan curanmor adalah peirbuatan peilaku keijahatan deingan meingambi il 

suatu barang beirupa keindaraan beirmotor yang seiluruhnya atau seibagiian 

kepi  unyaan orang laiin deingan maksud untuk meimiiliikii       keni  daraan beirmotor 
 

teirsebi  ut seci ara melawan hukum.
9
 

 

F. Metode Penelitian 
 

1. Meitodei       peindeki               atan 
 

Peni  eiliitiai  n iinii     diifokuskan pada masalah yaiitu peineirapan bagii      sanksii  

 

peilaku tiindak piidana peincuriian keindaraan beirmotor dii       Polseki                     Kaliiwungu, 
 

peni  deki  atan  yang  dii             gunakan  peni eiliitiai  n  iinii              adalah  yuriidisi  sosioi  logis.
10

 
 

Yaknii                        peineiliitiai              n   yang   beri         tujuan   untuk   meinjeilaskan   impi  leimeintasii  

 
 
 

8 Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm 56 
9 Romli Atmasasmita, 2013, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Refika Aditama, 

Bandung, hlm 74 
10 Bambang Sangono.2003.metode penelitian hukum. Raja Grafindo.Jakarta, hlm 14 
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peni  eigakan hukum dii           masyarakat. Jadi,i  dii          dalam meitodei           iinii          tiidak hanya 
 

diai             mbiil darii         sudut pandang peri         aturan-peiraturan atau hukum positi         ifi                   saja, 
 

meilaiinkan juga keiadaan sosiiologiis dii         masyarakat teirhadap masalah yang 

diti        eiliitii. 

2. Speisiifiki asi i       Peineiliitiai              n 

Analiisiis  yang  diigunakan  adalah  analiisiis  desi            kriiptiif  yaiitu  analiisiis 
 

diilakukan deingan cara meimiiliih data yang peintiing, baru, uniik dan teirkaiit 

deingan rumusan masalah atau peirtanyaan peiniiliitiian, analiisiis diidasarkan 

pada seiluruh data teirkumpul, meilaluii          beirbagaii          teki  niki  peingumpulan data 
 

yaiti        u obseri         vasii        dan wawancara meindalam, dokumeni  tasii       dan triai  ngulasi.
11

 
 

3. Jeni iis dan Sumbeir Data Peineiliiti ian 

Jeiniis data yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii        adalah data priimeir 
 

dan data seikundeir. 

a. Data Priimeir 

Data  yang  diilakukan  deingan  cara  meindatangii               langsung  kei 

lokasii          peineiliitiian untuk meimpeiroleih data  yang  leingkap deingan cara 

meilakukan wawancara deingan IiP 

Kaliiwungu. 

b. Data Seikundeir 

DA Apriiyanto Kaniit Reiskriim Polse ik 

 

Data seikundeir meirupakan data yang beri         asal darii        keipustakaan 
 

atau bahan hukum.
12

 Dengan cara mempelajari peraturan perundang- 
i  i  i  i  i 

 

undangan  dan  buku-buku  yang  beirkaiitan  deingan  peineiliitiian.  Data 
 

seki              underi                 di ki               lasiifikai  sii       seibagaii        beri          ikuti  : 
 

 

 
 

11 Sugiyono, 2018, “Metode Penelitian Kualitatif”, Alfabeta, Bandung, hlm 175-176. 
12 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, UPT. Mataram University Press, Mataram, 

hlm 87. 

i 
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1) Bahan hukum priimeir 

Meirupakan  bahan-bahan  peineiliitiian  yang   beri         asal  darii 

peri         undang-undangan yang beirkaiti        an deingan judul peirmasalahan 

yang diri         umuskan, antara laiin: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

2) Bahan hukum sekunder 

Diperoleh dari bahan-bahan penunjang yang dapat 

membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum 

primer diantaranya yakni dari literatur, buku-buku, artikel, dan 

jurnal. 

3) Bahan hukum tersier 

Diperoleh dari bahan-bahan yang dapat memberikan 

informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pada bagian ini penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan 

sumber data primer dan data sekunder yang diseusaikan dengan 

pendekatan penilitian. 

a. Pengumpulan Data Primer 

 

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan 

metode penelitian dengan wawancara terhadap responden di 
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lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab kepada pihak-pihak tang terkait dengan penelitian, dalam 

hal ini dengan IPDA Apriyanto Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

 

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan membaca dan mengkahi bahan-bahan kepustkaan untuk 

memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal 

maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan 

pengumpuan data dengan cara membaca sejumlah literature yang 

relevan dengan judul yang diajukan. 

5. Lokasi Penelitian 

Polsek Kaliwungu , JL. Pandean, Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu, 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data 

diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang 

dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup 

permasalahan mengani Peran Kepolisisan Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus 

di Sektor Kaliwungu). 

G. Sistematika Penulisan 
 

Dalam   urutan   sistemi                       atika   penui  lisan   skripsi   penui  lis   meimberi          ikan 
 

gambaran  seicara  garis  beisar,  peinulis  meinggunakan  sisteimatika  peinulisan 

hukum seibagai beirikut: 
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BAB I   PEiNDAHULUAN 

 

Bab   ini   meirupakan   uraian   peindahuluan   yang   meimuat   Latar 

Beilakang    Masalah,    Rumusan    Masalah,    Tujuan    peineilitian, 

Teri         minologi, Keigunaan Peineilitian, Meitodei         Peineilitian, Sisteimatika 

Peinulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini meirupakan uraian tinjauan pustaka yang meiliputi tinjauan 

umum teintang Keipolisian, Tindak Pidana, Tindak Pidana Peincurian 

Keindaraan Beirmotor, dan Tindak Pidana Dalam Peirspeki              tif Islam. 
 

BAB  III  HASIL PENi                     ELIi  TIAN DAN PEMBi  AHASAN 
 

Bab ini meinyajikan data hasil peineilitian dan peimbahasan yang beirisi 
 

teni tang peri         an yang dilakukan aparat Kepi olisian dalam 
 

peinanggulangan   peincurian   keindaraan   beirmotor,   keindala   yang 

dihadapi   aparat   Keipolisian   dalam   peinanggulangan   peincurian 

keindaraan beirmotor dan bagaimana solusinya. 

BAB  IV   PEiNUTUP 

 

Beri          isi keisimpulan yang meirupakan jawaban dari rumusan masalah 

dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

 

1. Pengertian Kepolisian 
 

Polisi adalah organisasi yang  meimiliki fungsi sangat  luas seki              ali. 
 

Polisi danKeipolisian sudah sangat dikeinal pada abad kei-6 (einam) seibagai 

aparat    neigara  deingan    keiweinangannya    yang    meinceirminkan    suatu 

keikuasaan yang luas meinjadi peinjaga tiranianismei, seihingga meimpunyai 

citra simbol peinguasa tirani. Seideimikian rupa citra polisi dan keipolisian 

pada masa itu maka neigara yang beirsangkutan dinamakan “neigara polisi” 

dan    dalam    seijarah  keitataneigaraan    peirnah    dikeinal    suatu    neigara 

“Politeia”.
13

 Pada masa kejayaan eks pansionismei                   dan   impreai lisme i  

 

dimana  keikuasaan  peimeirintah  meiminjam  tangan  polisi  dan  keipolisian 

untuk  meinjalankan  tugas  tangan  besi           i  meilakukan  peinindasan  teirhadap 

rakyat pribumi untuk keipeintingan peimeirasan teinagamanusia, keiadaan ini 

14 
meinimbulkan citra buruk bagi kepi              olisian itu sendiri. 

 

Meinurut  Pasal 1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 

teintang Keipolisian Neigara Reipublik Indoneisia, keipolisian adalah se igala 

hal-ihwal yang beirkaitan deingan fungsi dan Le imbaga polisi se isuai deingan 

 

 

 
 

13 P. A., Siregar, G. T. Harahap, 2021, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) 

Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. Jurnal Retentum, 2(1), hlm 

91. 
14 Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5. 
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peraturan perundang-undangan.
15

 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
i 

 

atau   yang   seiring   di  singkat   deni             gan Polri   dalam   kaitannya   deingan 
 

peimeirintah   adalah   salah   satu   fungsi   peimeirintahan   neigara   dibidang 
 

peimeiliharaan  keai              manan  dan  keti         eirtiban  masyarakat,  penegakaii  n  hukum, 
 

peri          lindungan,  peingayoman,  dan  peilayanan  pada  masyarakat.  Beri         tujuan 
 

untuk meiwujudkan keai manan dalam negi eiri yang meiliputi  teirpeiliharanya 
 

keai             manan dan keti        eri         tiban masyarakat, teri         tib dan tegaknyai  hukum, 
 

teri         seileinggaranya  peirlindungan,  peingayoman,  dan  peilayananmasyarakat, 

seri         ta teirciptanya keiteintraman masyarakat deingan meinjunjung tinggi hak 

asasi manusia,  hal ini teirdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 teintang Kepi olisian Repi              u blik Indonesia.
16

 
 

Kaitannya  deingan  keihidupan  beri          neigara  Polri  meirupakan  alat 
 

negi  ara   yang  beirpeiran   dalam   meimeilihara   keai  manan   dan   keiteirtiiban 
 

masyarakat, meineigakan   hukum, seirta meimbeiriikan peirliindungan, 
 

peni             gayoman, dam peilayanan pada masyarakat dalam rangka 
 

teri         peiliiharanya  keiamanan dalam  negi              eri          i.i                   Dalam  meilaksanakan  fungsiinya 
 

dan  peirannya  diiseiluruh  wiilayah  I indoneisiia  atau  yangdii            anggap  seibagaii  

 

wiilayah Neigara Reipubliik I indoneisiai                    diibagii        dalam daeri         ah hukum meinurut 
 

kepi              enti                       ingai  n  peilaksanaan  tugas  Kepoi  lisi           iai             n  

Negari  a  Republi  iki  I indoneisia,i  
 

17 
seibagaii        mana diti        eni             tukan dalam peraturan pemerintah. 

 

2. Fungsi Kepolisian 
 
 

15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
16 Budi Rizki Husin, 2010, studi lembaga penegak hukum, Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, hlm. 15 
17 Ibid. 
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Fungsii        kepi               oliisiai             n dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
 

2002   teintang   Keipoliisiian   Neigara   Reipubliik   I indonesi           iia   adalah   salah 

peimeiriintahan  neigara  dii            biidang  peimeiliiharaan  keiamanan  dan  ke iteirtiiban 

masyarakat, peni             egi               akan hukum, peri          liindungan, pengai  yoman, dan 
 

ilayanan  keipada  masyarakat.     Poliisii                  lahiir   kareina  ada   masyarakat, 

seibaliiknya  masyarakat  meimbutuhkan  keihadiiran  poliisii                guna  meinjaga 

keti        eirtiiban,  keiamanan,  dan  peilayanan  keipada  masyarakat   iti        u  seindiiri.i  

Deimiikiian lah teiorii        lahiirnya poliisii. Boleih saja suatu neigara tidi              ak meimiiliki  ii  

angkatan  peirangnya,  akan  teitapii           tiidak  ada  satu  negi              ara  pun  yang  tidi               ak 

meimiiliikii         angkatan Keip 

hukum dalam suatu negi 

oliisiian seibagaii         peni 

ara.
19

 

eirtiib, peingayom, dan peineigak 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 teintang Keipoliisiian 

Negi  ara  Repi ubliik   Ini donesi            iia   diiseibutkan   Keipoliisiian   beirtujuan   untuk 

meiwujudkan   keiamanan   dalam   negi               eri          ii                     yang   meiliputi  ii                    terpeliiii  haranya 

keai             manan   dan   keti        erti                  ibai  n  masyarakat,   terti                  ibi  dan   tegaknyai  hukum, 

teri         seileinggaranya   peirliindungan,   peingayoman,   dan   peilayanan   keipada 

masyarakat, seri          ta teirbiinanya keti        eintramanmasyarakat deingan meinjunjung 

inggii       Hak Asasii        Manusiia. 

Fungsii        Keipoliisiian adalah salah satu fungsii      peimeiriintahan negi              ara dii 

 
 
 

 
18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
19 Muhammad Arif, 2021, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak 

hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." Al-Adl: Jurnal 

Hukum 13.1, hlm. 94. 
20 Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur 

Organisasi Negara Republik Indonesia." Lex Crimen 1.4, hlm 23. 
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bidi              ang  peimeiliiharaan   keai             manan   dan   keti        erti                  ibai  n,   penegii  akan   hukum, 
 

peri          liindungan,  peingayoman,  dan  peilayanan  kepi              ada  masyarakat.  Pasal  5 
 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:
21

 
 

“Kepi              oliisiai              n meri         upakan alat negari  a yang berpeiri  an dalam 
 

meimeiliihara  keiamanan  dan  keiteri         tiiban  masyarakat,  meineigakkan 

hukum,    seirta    meimbe iriikan   peri          liindungan,    peingayoman,    dan 

peilayanan   keipada    masyarakat    dalam   rangka   teri         peiliiharanya 

keiamanan dalam neigeirii.” 

 
 

kepi  

Meinurut M. Faal, untuk meilaksanakan tugas-tugas pokok, aparat 

olisian memiliki 2 fungsi utama yaitu:
22

 

1) Fungsii   Preiveintiif   untuk   peinceigahan,   yang   beirartii   bahwa   aparat 

keipoliisiian  iitu  beirkeiwajiiban  meiliindungii  neigara  besi eirta  leimbaga- 

leimbaganya, keiteirtiiban dan keitahanan umum, orang-orang dan harta 

beindanya, deingan jalan meinceigah diilakukannya peirbuatan-peirbuatan 

yang  dapat  diihukum  dan  peirbuatan-peirbuatan  laiinnya  yang  pada 

hakiikatnya  dapat  meingancam  dan  meimbahayakan  keiteirtiiban  dan 

keiteintraman umum. 

2) Fungsii   Reipreisiif   atau   peingeindaliai  n,   yang   beri artii   bahwa   aparat 
 

keipoliisiian iti u beirkeiwajiiban meinyiidiik peirkara-peirkara tiindak piidana, 
 

 

 

 

 

 
 

21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia,Pasal 2. 
22 M.Faal, 2009, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta, hlm 

43. 



18  

i 

 

 

meinangkap peilaku-peilakunya dan meinyeirahkannya keipada 
 

peinyiidiki  an untuk pengi hukuman. 
 

Peiran Keipoliisiai  n Neigara Reipubliki  I indoneisiia diiatur dalam Pasal 5 
 

Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2002   teni tang   Keipoliisiian   Negi ara 
 

23 
Reipubliik I indoneisiai                    antara lain: 

 

a. Keiamanan dan keiteirtiiban masyarakat  adalah suatu kondisi           ii          diinamiis 

masyarakat  seibagaii                salah  satu  prasyarat  teirseileinggaranya  proseis 

peimbangunan  nasiional  dalam  rangka  teircapaiinya  tujuan  nasiional 

yang diitandaii         oleih teirjamiinnya keiamanan, keiteri         tiiban, dan tegi              aknya 
 

hukum, seirta teri          biinanya keiteintraman, yang meingandung keimampuan 

meimbiina  seirta  meingeimbangkan  poteinsii             dan  keikuatan  masyarakat 

dalam meinangkal,   meincegi               ah,   dan  meinanggulangii                 segai  la   beintuk 
 

peilanggaran hukum dan beintuk-beintuk gangguan laiinnya yang dapat 

meireisahkan masyarakat. 

b. Keiamanan dalam neigeirii        adalah suatu keiadaan yang diitandaii        deingan 

teri          jamiinnya keiamanan dan keiteirtiiban masyarakat, teirtiib dan teigaknya 

hukum,   seirta   teirseileinggaranya   peirliindungan,   peingayoman,   dan 

peilayanan   kepi              ada masyarakat. Kepi              eintingai  n umum adalah 
 

kepi              enti                       ingai  n  masyarakat  dan  kepi              eintingai

 n  bangsa  dan  negari  a  deimii  

 

teri          jamiin nya keiamanan dalam neigeirii. 
 

 

 

 

 
 

23 Fikry Latukau, 2019, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan 

Pidana." Tahkim 15.1, hlm 2. 
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3. Tugas Kepolisian 

 

Tugas  pokok  keipoliisiian  diiatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002  iialah untuk meimeiliihara keiamanan dan keiteirtiiban 

masyarakat    meineigakkan    hukum    seri         ta    meimbeiriikan    peirliindungan, 

peni             gayoman,  dan  peilayanan  kepadai  masyarakat.  Lalu  penjai baran  darii  

 

tugas-tugas pokok keipoliisiian teirseibut teirtuang dalam Pasal 14 Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :
24

 

a. Meilaksanakan   peni             gaturan,   penjagaai  n,   pengawi  alan,   dan   patrolii  

 

teri         hadap keigiiatan masyarakat dan peimeiriintah seisuaii       keibutuhan. 

 

b. Meinyeileinggarakan   seigala   keigiiatan   dalam   meinjamiin   keiamanan, 

keti        eirtiiban, dan keilancaran lalu liintas dii        jalan. 

c. Meimbiina masyarakat untuk meiniingkatkan partiisiipasii 

masyarakat,kesi           adaran hukum dan peiraturan peri         undang-undangan. 

d. Turut seirta dalam peimbiinaan hukum nasiional. 

 

e. Meimeiliihara keiteirtiiban hukum nasiional 

 

f. Meilakukan koordiinasii,  peingawasan dan peimbiinaan teikniis teirhadap 
 

kepi  oliisiai  n  khusus,  peinyiidiki  pegi  awaii            neigrii           siipiil  dan  beintuk-beintuk 
 

peingaman swakarsa. 

 

g. Meilakukan  peinyeiliidiikan  dan  peinyiidiikan  teirhadap  seimua  tiindak 
 

pidi ana seisuaii           deni gan hukum acara piidana dan peiraturanperi         undang- 
 

undangan laiinnya. 
 

 

 

24 Agustiwi, A., & Dewi, P. M, 2022, Fungsi Dan Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai 

Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di Kabupaten Grobogan, hlm. 

110. 
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h. Meinyeileinggarakan  idi  eintiifiikasii             Keipoliisiian,  Keidokteiran  Kepi  oliisiian, 
 

Laboratoriium foreni 

tugas poliisii. 

siic, dan Psiikologiis Keipoliisiian untuk keipeintiingan 

i. Meiliindungii                 kesi           eilamatan  jiiwa  raga  harta  beni             da  masyarakat,  dan 

liingkungan   hiidup   darii                       gangguan   keiteirtiiban   dan/atau   beincana 

teirmasuk  meimbeiriikan bantuan dan peirtolongan deni             gan meinjunjung 

tiinggii       hak asasii        manusiia. 

j. Meilayanii            keipeintiingan  warga  masyarakat  untuk  seimeintara  seibeilum 

diilayanii       oleih  iinstansiidan/atau piihak yang beirweinang. 

k. Meimbeiriikan peilayanan kepi              ada masyarakat sesuai  ii  deingan 
 

kepi              enti                       ingai  n dalam liingkup tugas Kepoi  lisi           iai             n , seri         ta 
 

l. Meilaksanakan   tugas   laiin   sesi           uaii                       deingan   peiraturan   peirundang- 

undangan. 

4. Wewenang Kepolisian 
 

Adapun  keiweinangan  kepi              oliisiian   yang   diai            tur   dalam   Pasal  15 
 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 iai  
 

a. Meineiriima laporan dan/atau peingaduan; 

lah seibagaii       beri          iki              ut :25 

 

b. Meimbantu meinyeileisaiikan peirseiliisiihan warga masyarakat yang dapat 

meingganggu keiteirtiiban umum; 

c. Meincegi              ah dan meinanggulangii      tumbuhnya peinyakiit masyarakat; 
 

d. Meingawasii                       aliiran yang dapat meiniimbulkan peri         peci            ahan   atau 

meingancamperi         satuan dan keisatuan bangsa; 

e. Meingeiluarkan   peiraturan   kepi              olisi             iani dalam   liingkup   kewenaii  ngan 
 
 

25 Lundu Harapan Situmorang, 2016, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah 

Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum.", hlm. 10. 



21  

 

 

admiiniistratiif kepi              oliisiian; 
 

f. Meilaksanakan   peimeiriiksaan   khusus   seibagaii           bagiai 

kepi              oliisiian dalam rangka peinceigahan; 

g. Meilakukan tiindakan peirtama dii      teimpat keijadiian; 

 

 
n   darii         tiindakan 

 

h. Meingambiil sidi               iki                      jarii      dan idi              eintiti         as laiinnya seri         ta meimotreti               seseoii  rang; 
 

i. Meincarii        keiteirangan dan barang buktii; 

 

j. Meinyeileinggarakan pusat iinformasii      kriimiinal nasiional; 

 

k. Meingeiluarkan surat  iiziin dan/atau  surat  keiteirangan  yang  diipeirlukan 

dalamrangka peilayanan masyarakat; 

l. Meimbeiriikan  bantuan  peingamanan  dalam  siidang  dan  peilaksanaan 
 

putusanpeingadiilan, kegi               iati                      an iinstansii       laiin, seirta kegi               iati                     an masyarakat; 
 

m. Meineiriima dan meinyiimpan barang teimuan untuk seimeintara waktu. 

 

 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

 

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 

 

Peirsoalan Hukum tiidak bisi           a diipandang seibeilah mata kareina hukum 

harus  diieigaskan  oleih  kareina  iitu  peirbuatan  hukum  juga  tiidak  boleih 

diikeisampiingkan. Peirbuatan hukum yang diimaksud adalah tiindak piidana. 

Tiindak  piidana  (  strafbaarfeiiti        )  meinurut  Moeiljatno  dalam  buku  Tongat, 

hanya  meinunjuk  peirbuatan  saja  yaiitu  siifat  diilarang  deni             gan  ancaman 
 

pidi ana jiika meilanggarnya, deingan deimiki  iian meinurut Moeiljatno peirbuatan 
 

pidi              ana  dipi               isai                        hkan  dengi  an  darii               peri         tanggung  jawaban  pidai  na.  “Dalam 
 

peirbuatan   piidana   tiidak   meimuat   unsur   peri         tanggung   jawaban   piidana 
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i  i 

i  i 

 

 

beri           beida   deingan   peingeirtiian   starfbaarfeiiti yang   meincakup   pengi  erti                   iai             n 
 

26 
peri         buatan piidana seikaligi              us juga memuat pengertian kesalahan. 

 

Peri         buatan yang diilarang oleih aturan hukum dan diiancam deingan 
 

piidana  diiseibut  deni             gan  tindaki  pidai na,  dimai  na  peri         buatan  disi            iinii               seilaiin 
 

peirbuatan  yang  beirsiifat  aktiif  (meilakukan  peri         buatan  yang  seibeinarnya 

 

iharuskan oleih hukum). 
 

Dalam  KUHP,  tiindak  piidana  dapat  diiartiikan  seibagaii             peri         buatan 

untuk meilakukan sesi            uatu atau tiidak meilakukan seisuatu yang seibagaiimana 

teilah  diiatur  dalam  peiraturan  peirundang-undangan  diinyatakan  seibagaii  

suatu peirbuatan yang diilarang dan diiancam pidi  ana.
28

 Tindak pida na dalam 
 

konseip   juga  dapat   diiartiikan  seibagaii                  suatu  peirbuatan  piidana,   seilaiin 
 

peri         buatan  teirseibut  diilarang  dan  diai  ncam  pidi  ana  oleih  suatu  peiraturan 
 

peri         undang-undangan,  dan  harus  beirsiifat  besi           iifat  meilawan  hukum  atau 

beri          teintangan  deingan  keisadaran  hukum  masyarakat.  Seti        iiap  peirbuatan 

tiindak  piidana  seilalu  dipi              andang  beirsiifat  meilawan  hukum,  keicualii              ada 

alasan pembenar.
29

 

Hukum  pidi              ana  beirpokok  pada  peirbuatan  yang  dapat  dipi               idai  na 
 

(Veirbreichein,  Criimei,  atau  peirbuatan  jahat)  dan  piidana.  Peirbuatan  yang 

dapat diipiidana atau diisiingkat peirbuatan jahat teri         seibut  meri         upakan obye ik 

 

 

 
 

26 Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan, UMM 

Press, Malang, hlm 96. 
27 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana(Edisi Revisi), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 

49 
28 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 98. 
29 Ibid, hlm 98. 
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iilmu peni             geti        ahuan Hukum Pidi               ana (dalam artii           luas) dan harus dibi               edakai  n 
 

ibagaii       beiriikut: 
 

a. Peirbuatan jahat seibagaii      geijala masyarakat dipi  andang seicara concreei ti        , 
 

seibagaiimana teirwujud dalam   masyarakat (sociial Veirschiji        nseil, 
 

Eri           eci  heiiimang,   Pheni omeina),   meirupakan   peirbuatan   manusiia   yang 
 

meinyalahii           norma-norma  dasar  darii           masyarakat  dalam konkreito. Iinii 

adalah peingeirtiian “peirbuatan jahat” dalam artii  kriimiinologii  

(crimi  ini ologisi           ch misi           daadsbegi riip). 
 

b. Peirbuatan jahat dalam artii  Hukum Piidana (strafreci            hteli        iijk 
 

misi           daadsbeigriip),  iialah  seibagaiimana  teirwujud  ini  abstracto  dalam 
 

peri         aturan-peiraturan   piidana.   Untuk   seilanjutnya   dalam   peilajaran 
 

hukum piidana iinii       yang akan diibici             arakan adalah peri         buatan jahat dalam 
 

artii        yang keidua teri         s ebi  ut.
31

 
 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Meingeinaii  masalah   unsur-unsur   tiindak   piidana   iinii  meinurut 

Lamiintang  seicara  umum  diibeidakan  atas  unsur  subje iktiif  dan  objeiktiif. 

Unsur subjeiktiif adalah unsur-unsur yang meileikat pada diri          ii         sii        peilaku atas 

beirhubungan  deingan  diirii              sii             peilaku,  dan  teri         masuk  dii             dalamnya  adalah 

segi              ala  seisuatu  yang  teri         kandung  dii                 dalam  hatinya,i  sedai  ngkan  unsur 
 

objeiktiif adalah unsur-unsur yang beri          hubungan deingan keai  daan-keai  daan.
32

 
 

 

 
30 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm 75 
31 Sudarto, 2009, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 

62. 

 

91 

 
32 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm 
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Yaiti        u dii      dalam keiadaan-keiadaan darii      sii      peilaku iitu harus diilakukan. Unsur- 
 

unsur subjeiktiif darii       tiindak pidi  ana meilipi              ut i.33 

 

a) Keiseingajaan atau keitiidakseingajaan (Dolus dan CulpaI i); 

 

b) Maksud pada suatu peircobaan (seipeirtii         yang diimaksud pada pasal 52 

ayat 1 KUHP); 

c) Macam-macam maksud atau Oogmeri            k seipeirtii       miisalnya yang teirdapat 
 

dalam tiindak pidi              ana peincuriai             n ; 
 

d) Meireincanakan teri          leibiih dahulu, seipeirtii         miisalnya yang teri         dapat dalam 

pasal 340 KUHP. 

Sedi              angkan unsur-unsur objekti                       ifi                darii        tindaki  pidai na meiliputi  ii       : 

 

a) Siifat meilanggar atau meilawan hukum; 

 

b) Kualiitas darii       sii       peilaku; 

 

c) Kasualiitas,  yaiti        u  hubungan  antara  seisuatu  tiindak  seibagaii           peinye ibab 

deingan keinyataan seibagaii       akiibat. 

Beri         dasarkan  peingeirtiian  unsur-unsur  tiindak  piidana  ada  beibeirapa 
 

peni             dapat darii        para ahlii         yang beri         kaiti        an deingan unsur-unsur tindaki  pidai na 
 

ibagaii       beiriikut : 
 

a. Siimons 
 

Strafbaar feii        it adalah “eiein strafbaar gesi           teilde,i                 onrechtmati  iige,i  
 

meti  schuld veirband staandei         handeli        ini g van eei            ni toeri           eikeinini gsvatbaar 
 

35 
peri           soon”. unsur-unsur tiindak pidi               ana menurut Simons adalah: 

 

 

33 A Fuad Usfa dan Tongat, 2006, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, hlm 33 
34 Moeljatno, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62. 
35 P.A.F. Lamintang, 2007, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, hlm 193 
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1) Peirbuatan  manusiia  (positi        iieif  atau  neigatiieif,  beirbuat  atau  tiidak 

beirbuat atau meimbiiarkan); 

2) Diiancam deingan piidana (strafbaar geisteild); 
 

3) Meilawan hukum (onreci            htmatiig); 
 

4) Diilakukan deingan keisalahan (meti               schuld ini                      veirband staad); 
 

5) Oleih orang yang mampu beirtanggung jawab 
 

(toeireikeni  ini gsvatbaar peirsoon). 
 

Darii        unsur-unsur tiindak piidana teirseibut Siimons meimbeidakan 

adanya unsur obyeiktiif dan subjeiktiif darii     strafbaarfeii         it. Yang diimaksud 

unsur objeki  if yaknii       : 
 

1) Peirbuatan orang; 

 

2) Akiibat yang keiliihatan darii       peri         buatan iti        u; 

 

3) Mungkiin   ada   keiadaan   teirteintu   yang   meinyeirtaii                     peirbuatan- 

peri         buatan  iitu  seipeirtii           dalam Pasal 281  KUHP  siifat  “opeinbaar” 

atau diimuka umum. 

Seidangkan, darii       seigii       subjeiktiif yaknii       : 

 

1) Orang yang mampu beirtanggung jawab; 

 

2) Adanya keisalahan (dolus atau culpa). Peirbuatan harus diilakukan 
 

darii           peirbuatan atau deni             gan 

keai itu diilakukan. 

daan-keiadaan diimana  peirbuatan 

 

 

 

 
 

36Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori- 

teori,Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 79 
37 Sudarto, Op. Cit, hlm 66 
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b. Moeiljatno 

 

Dalam  piidato  saat  upacara  peiriingatan  Diieis  Nataliis  Ke-i          I iV 

Uniiveirsiti         as Gajah Mada,  Moeiljatno  meimbeiriikan  deifiiniisii           peirbuatan 

pidi              ana seibagaii         “peri           buatan yang dii         larang dalam undang-undang dan 
 

i       ancam deingan piidana barangsiai            pa meilanggar larangan iitu”. 
 

Untuk  adanya  peirbuatan  piidana  harus  teirdapat  unsur-unsur 
 

seibagaii       beiriki              ut: 
 

1) Peirbuatan (manusiia); 

 

2) Yang  meimeinuhii                rumusan  dalam  undang-undang  (meirupakan 

syarat formiil); 

3) Beirsiifat meilawan hukum (meirupakan syarat mateiriiiil). 

 

3. Pelaku Tindak Pidana 

 

Peilaku tiindak piidana adalah orang yang meilakukan tiindak piidana 

yang beirsangkutan, dalam artii        orang yang deingan suatu keiseingajaan atau 

suatu  keitiidak  seingajaan  seipeirtii            yang  dii            iisyaratkan  oleih  undang-undang 

teilah  meiniimbulkan  suatu  akiibat  yang  tiidak  diikeiheindakii             oleih  undang- 

undang,  baiik  iitu  meirupakan  unsur-unsur  subjeiktiif  maupun  unsur-unsur 

obyeiktiif,  tanpa  meimandang  apakah  keiputusan  untuk  meilakukan  tiindak 

pidi              ana tersebutii  timbui  l darii      diri          iinya seindiri          ii       atau tidai  k, atau karenai  geri         akkan 
 

oleih piihak keitigi               a. 
 

 

 

 

 

 
38 Moeljatno, 2005, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana, 

Stitihinggil, Yogyakarta, hlm, 17 
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Meiliihat  batasan dan uraiian diiatas,  dapat  diikatakan  bahwa orang 

yang dapat diinyatakan seibagaii       peilaku tiindak piidana dapat diikeilompokkan 

39 
kedi              alam beberapa macam antara lain yaitu: 

 

a. Orang   yang   meilakukan   (dadeir   plagein),   yaknii                      orang   teirseibut 

meilakukan  seindiri          ii             untuk  meiwujudkan  seigala  maksud  suatu  tiindak 

pidi              ana. 
 

b. Orang yang meinyuruh meilakukan (doein plagein), yaknii        dalam tiindak 
 

pidi ana  iitu diilakukan oleih leibiih darii          2 orang/paliing seidiikiti  2 orang, 
 

yaiti        u   orang yang meinyuruh   meilakukan   dan   yang meinyuruh 

meilakukan,  jadii           diisiinii           bukan peilaku  utama  yang  meilakukan tiindak 

pidi              ana, meilaiinkan deingan bantuan orang laiin yang hanya meri         upakan 
 

alat saja. 
 

c. Orang yang turut meilakukan (medi ei        plageni ), turut meilakukan artiinya 
 

disi           iinii                  yaiitu  meilakukan  beri         sama-sama.   Dalam  tiindak  piidana   iinii 

peilakunya  paliing  seidiikiit  2  orang  yaiti        u  yang  meilakukan  (daderi  

plageni              ) dan orang yang turut meilakukan (medi              ei       plagen)i                        . 
 

d. Orang  yang  deingan  peimbeiriai             n  upah,  peri          janjiai             n,  penyai  lahgunaan 
 

keikuasaan atau martabat, meimakaii         paksaan atau orang yang deingan 

seingaja  meimbujuk  orang  vang  meilakukan  peirbuatan.  Orang  yang 

diimaksud   diisiinii                       harus   deingan   seingaja   meinghasut   orang   laiin, 

sedi              angkan untuk hasutannya me imakaii        cara-cara dengai  n meimberi          iinya 
 

 

 

 
39 Arief, B. N, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru), hlm 12. 
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upah/uang, peri          janjiai             n, penyai  lahgunaan kekuasi  aan atau martabat dan 
 

lain-lain sebagainya.
40

 

 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 

 

Keijahatan   peincuriian   adalah   salah   satu keijahatan   teirhadap 

keipeintiingan  iindiiviidu  yang  meirupakan  keijahatan  teirhadap  beinda  atau 

keki              ayaan. Hal ini               ii         teri          muat dalam Bab XXIIii                   Pasal 362-367 KUH Pidai  na. 
 

Kata  peincuriian  dalam  bahasa  I indonesi           iia,  beirasal  darii            kata  dasar  “curi”i  
 

yang meimperi         oleih iimbuhan “pei” diiberi           ii       akhiiran “an” sehi              iingga meimbeintuk 
 

kata  “peni              curiai             n”.  Kata  pencuri  iai             n  meimiiliki               ii             artii             proses,i  peri         buatan  cara 
 

incurii            diilaksanakan. Peni curiai  n  adalah  suatu  peirbuatan  yang  sangat 
 

meri         ugiikan orang laiin dan juga orang banyak, teirutama masyarakat seki               iti         ar 
 

kiti        a. Maka darii         iitu kiita harus meincegi  ah teirjadiinya peni  curiian yang seiriing 
 

teri          jadii           dalam keihiidupan  seihari-i          hari,i                   kareina  teri         kadang  peincuriai             n  teri          jadi i  

 

kareina banyak keiseimpatan. 

 

Untuk  meindapatkan  batasan  yang  jeilas  teintang  peincuriian,  maka 

dapat diiliihat darii        pasal 362 KUHP yang beirbunyii        seibagaii        beiriikut: 

“Barang  siiapa  meingambiil seisuatu  barang  yang  mana  seikalii           atau 
 

seibagiai             n  teri          masuk  kepui  nyaan  orang  laiin,  dengai  n  maksud  akan 
 

meimiiliikii                    barang   iitu   deni             gan   meilawan   hak,   dihukui  m   kareina 
 

 
40 M. R. Pratama, 2021, Alasan Pembenar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika (Analisis Putusan No. 671/Pid. Sus/2020/PN. PTK) (Doctoral dissertation), hlm 31. 
41 Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. Kertha Wicara: Journal 

Ilmu Hukum, 9(2), hlm 1. 
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peni             curiai              n  deingan  hukuman  penjari  a  seilama-lamanya  liima  tahun 
 

atau deni             da seibanyak-banyaknya Rp.900,-“ 
 

2. Unsur- unsur Pidana Pencurian 

 

Beri         dasarkan bunyii        Pasal 362 KUH Piidana teirseibut dapat kiita liihat 
 

unsur-unsurnya seibagaii        beri          iki              ut : 42 

 

a. Meingambiil barang 

 

b. Yang diiambiil harus seisuatu barang 

 

c. Barang iitu harus seiluruhnya atau seibagiian keipunyaan orang laiin 
 

d. Peni  gambiilan  iitu  harus  diilakukan  deingan  maksud  untuk  meimiiliki  ii 
 

barang iitu deni  gan meilawan hukum (meilawan hak). 
 

Suatu  peri         buatan  atau  peiriistiwi                    a,  baru  dapat  diki               atakan  sebagi  aii  

 

peni  curiian  apabiila  teirpeinuhiinya  seimua  unsur  darii                 peni  curiian  teirseibut. 
 

43 
Adapun unsur-unsur darii       peincuriai             n, yaitu: 

 

a. Objeiktiif 

 

1) Unsur Peri buatan Meingambiil (weigneimein) 
 

Unsur   peirtama   darii                       tiindak   pidi               ana   peincuriai             n   iai             lah 
 

peri         buatan “meingambiil” barang. Kata “meingambiil” (wegi  nemi  ein) 
 

dalam artii       seimpiti                teri          batas pada meinggeri         akan tangan dan jari-i          jarii, 
 

meimeigang barangnnya, dan meingaliihkannya kei        laiin teimpat. 

 

Darii      adanya unsur peirbuatan yang diilarang meingambiil iinii 

meinunjukan   bahwa   peincuriian   adalah   beirupa   tiindak   piidana 

 
42 Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika 

Aditama, hlm 15 
43 Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. 2021, Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), hlm 11 
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formiil.  Meingambiil  adalah  suatu  tiingkah  laku  posiitiif/peirbuatan 

mateiriill, yang diilakukan deingan geri         akan-geri         akan yang diiseingaja. 

Pada   umumnya    meinggunakan   jarii  dan   tangan   keimudiian 

diai            rahkan  pada  suatu  beinda,  meinyeintuhnya,  meimegai  ng,  dan 
 

meingangkatnya lalu meimbawa dan meimiindahkannya kei         teimpat 

laiin  atau  dalam  keikuasaannya.  Unsur  pokok  darii                 peri         buatan 

meingambiil harus ada peri         buatan aktiif, diitujukan pada beinda 

dan ri         piindahnya  keikuasaan  beinda  iti        u  kei               dalam  keikuasaannya. 

Beri         dasarkan  hal  teirsebi             ut,  maka  meingambiil  dapat  diri         umuskan 
 

seibagaii                   meilakukan  peirbuatan  teirhadap   suatu   beinda   deingan 

meimbawa beinda teri         seibut kei      dalam keikuasaanya seicara nyata dan 

mutlak. Unsur beirpiindahnya keikuasaan beinda seci             ara mutlak dan 
 

nyata   adalah   meirupakan   syarat   untuk   seileisaiinya   peri          buatan 

meingambiil,  yang artiinya  juga  meirupakan syarat  untuk meinjadii 

seilesi           aiinya suatu peirbuatan peincuriian yang seimpurna. 

2) Unsur Beinda 

Pada  objeik  peincuriian,seisuaii               deingan  keti        eirangan  dalam 
 

Meimoriiei            van  toeli        ici htini  g  (MvT)  meingeinaii            peimbeintukan  Pasal 
 

362 KUHP adalah teirbatas pada beinda-beinda beirgeri         ak (roeri           eni              d 
 

goeid).  Beinda-beinda  tiidak  beri         geirak,  baru  dapat  meinjadii            obje ik 
 

peni             curiai             n  apabiila  telai                    h  terlepaii  s  darii             beinda  teti        ap  dan  meinjadii  

 

inda beirgeirak. Contohnya A meingambiil motor yang te irdapat 
 

 

 
 

44 Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Op.Cit., hlm 2. 
45 Adami Chazawi, 2021, Kejahatan terhadap harta benda. Media Nusa Creative (MNC 

Publishing), hlm 9. 
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dii            parkiri          an  seibuah  miiniimarketi        ,  lalu  meimbawanya  agar  beirada 
 

diki  eikuasaannya. 

Beinda beri         geri         ak adalah seti         iiap  beinda  yang  beirwujud dan 
 

beri          geri         ak  iinii           seisuaii           deingan unsur  peirbuatan  meingambiil.  Beinda 

yang beirgeirak adalah seitiiap beinda yang siifatnya dapat beirpiindah 

seindiirii                       atau   dapat   dipi               iindahkan   (Pasal   509   KUHPeirdata). 

Sedi              angkan beinda yang tidaki  beirgeri         ak adalah beinda-beinda yang 
 

kareina  siifatnya  tiidak  dapat  beirpiindah  atau  diipiindahkan,  suatu 

peni             geirtiian lawan darii        beinda beirgeirak. 

3) Unsur Seibagiai n Maupun Se iluruhnya Miiliki Orang Laiin 
 

Beinda  teirseibut  tiidak  peirlu  seiluruhnya  miiliik  orang  laiin, 
 

cukup sebi             agiai             n saja, sedai  ngkan yang seibagiai             n miiliki  peilaku  iti        u 
 

seindiirii.  Contohnya  sepi eirtii              sepi eida  motor  miiliki  beirsama  yaiitu 
 

miiliik A dan B, yang keimudiian A meingambiil darii          keikuasaan B 

lalu meinjualnya. Akan teitapii         biila seimula seipedi              a motor teirseibut 

teilah  beri         ada  dalam keki              uasaannya  keimudiai             n  meinjualnya,  maka 
 

bukan peincuriian yang teirjadii        meilaiinkan peinggeilapan (Pasal 372 

KUHP). 

b. Subjeiktiif 

Unsur subjeik diai  ntaranya seibagaii        beri           iki              ut :46 

 

1) Maksud Untuk Me imiiliikii 

Maksud untuk meimiiliikii     teirdiirii      darii     dua unsur, yaknii     unsur 

peri         tama  maksud  (keiseingajaan  seibagaii               maksud  atau  opzeit  als 

 

 

46 Madina, M., Mas, M., & Hamid, A. H, 2022, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang. Indonesian Journal of Legality of 

Law, 5(1), hlm 37. 
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oogmeirk),  beirupa  unsur  keisalahan dalam peincuriian,  dan kedi               ua 
 

unsur  meimiiliikiinya.  Dua  unsur  iitu  tiidak  dapat  diibeidakan  

dan pi               iisahkan satu sama laiin. 

Maksud  darii             peirbuatan  meingambiil  barang  miiliik  orang 

laiin  iitu  harus diitujukan untuk  meimiiliikiinya,  darii           gabungan dua 

unsur   iitulah   yang   meinunjukan  bahwa   dalam   tiindak   piidana 

peni             curiai             n, pengi  erti                   iai             n meimiiliki               ii        tidaki  meingisi           yaratkan beri         aliihnya 
 

hak  miiliik  atas  barang  yang  dici            urii              kei               tangan  peilaku,  deingan 
 

alasan.  Peirtama  tiidak  dapat   meingaliihkan  hak  miiliik  deingan 

peirbuatan yang meilanggar hukum, dan keidua yang meinjadii      unsur 

peni             curiai             n  ini                ii           adalah  maksudnya  (subjekti                       if)i  saja.  Sebagai  ii           suatu 
 

unsur subjeiktiif, meimiiliikii       adalah untuk meimiiliikii         bagii       diirii         seindiirii 

atau  untuk  diijadiikan  barang  miiliiknya.  Apabiila  diihubungkan 

deni             gan  unsur  maksud,  beirartii                seibeilum  meilakukan  peri          buatan 
 

meingambiil dalam diirii         peilaku sudah teirkandung suatu keiheindak 
 

(siki              ap   batin)i  teri         hadap   barang   iti         u   untuk   dijai                     dikai  n   seibagaii  

 

miiliiknya. 

 

2) Meilawan Hukum 

Adapun  unsur   meilawan  hukum  dalam  tiindak  piidana 

peincuriian meinurut Moeiljatno iialah : 

“Maksud  meimiiliikii           deingan  meilawan  hukum atau  maksud 

meimiiliikii       iti         u diitunjukan pada meilawan hukum, artiinya iialah 

 
47 Ibid .hlm 38. 
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seibeilum beirtiindak meilakukan peirbuatan meingambiil beinda, 
 

iai  sudah meingeti        ahuii      dan sudah sadar meimiiliki  ii       beinda orang 
 

laiin iti        u adalah beri         t  ni             tangan deingan hukum”. 
 

Kareina   alasan   iiniilah   maka   unsur   meilawan   hukum 

diimaksudkan   kei                       dalam   unsur meilawan   hukum   subjeiktiif. 

Peni             dapat ini               ii         kiri          anya seisuaii        dengi  an keti        eri         angan dalam MvT yang 
 

meinyatakan  bahwa,   apabiila   unsur   keiseingajaan   diicantumkan 
 

seci  ara teigas dalam rumusan tiindak pidi  ana, beri          artii     keiseingajaan iitu 
 

harus diitujukan pada seimua unsur yang ada diibeilakangnya. 
 

Peingeirtiai             n  pencuri  ii           peri          lu  kiti        a  bagii            meinjadii           dua  golongan,  yaiti        u: 
 

peni  curiai  n peincuriian seci ara aktif dan pencurian secara pasif:
49

 
 

a. Peincuriian seicara aktiif 

 

Peincuriian  seicara  aktiif adalah  tiindakan  meingambiil  hak  miiliik  orang 

laiin tanpa seipeingeti        ahuan peimiiliik. 

b. Peincuriian seicara pasiif adalah tiindakan meinahan apa yang seiharusnya 

meinjadii        miiliik orang laiin. 

3. Faktor - faktor Tindak Pidana Pencurian 

 

Tiindak  piidana  peincuriian  keindaraan  beirmotor  (curanmor)  dapat 
 

teirjadii           kareni               a  ada  beiberi         apa  faktor yang  meindorong  teirjadiinya  tindakai  n 
 

teri         seibut.   Seibab-seibab   teirjadiinya   tiindak   piidana   peincuriian   keindaraan 
 

 

 
48 B., Natsir Bahtiar, Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Pemberatan. Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), hlm 599. 
49 Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal 

Retentum, 3(1), hlm 33. 
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beri           motor dapat beirasal darii         faktor darii        dalam diirii         (iinteirn) dan faktor darii  

 

50 
luar diirii       sii        peilaku (eki              stern). 

 

Faktor  iinteirn  yaiitu  faktor-faktor  yang  murnii            beri          asal  darii            dalam 

beinak/diirii           peilaku untuk meilakukan peri          buatan keijahatan teirseibut. Faktor 

iinteirn  kareni             a  dorongan  yang  disi           eibabkan  oleih  beberii  apa  sepi              erti                  ii                faktor 
 

eikonomii                  seirta  meintal  peilaku.   Faktor   eikonomi,i  penyeii  babnya  adalah 
 

desi           akan   eikonomi/i        meimeinuhii                      keibutuhan   hiidup   yang   suliit   seihiingga 

meingakiibatkan  seiseiorang  beirfiki               iir  untuk  meingambiil  cara  piintas  deimii 

imeinuhii                   keibutuhan   hiidup. Seidangkan   faktor   meintal  diiseibabkan 

kareina peilaku meimpunyaii       keibiiasaan buruk dan meincarii       peindapatan yang 

beisar deingan cara piintas. Masalah eikonomii        biiasanya bukan faktor utama. 

Faktor meintal iinii           dapat  juga  diiseibabkan kareina  peirgaulan peilaku,  gaya 

hidi              up peilaku yang meingiingiinkan seisuatu yang leibihi  seihiingga 
 

keimampuannya untuk meime inuhii        keiiingiingan teirseibut tiidak meincukupii. 
 

Sedi  angkan faktor eki  steri          n meirupakan faktor yang datang darii         luar 
 

diri          ii           sii           peilaku  (liingkungan)  seipeirtii           peirgaulan kepi               ada  temai  n  yang  seri          ingi  
 

meilakukan  keijahatan,   seilaiin   iitu   liingkungan   yang   kurang   baiik   juga 
 

meimpeingaruhii             teirjadiinya  tiindak  pidi              ana  pencuri  iai             n  kendari  aan  beri           motor 
 

seri         ta peirkeimbangan teiknologii     dan moderi          einiisasii      yang dapat meirubah niilaii- 
 

 
 

50 Ali, A., & Lukman, Z, 2019, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 
Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 4(1), hlm 22. 

51 Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian 

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)”, Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar, hlm 41, URL : http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235 , diakses 

tanggal 13 September 2023 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235
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niilaii              sosiial.  Pada  akhiri         nya  hal  teirseibut  meiniimbulkan  dampak  negi 

dalam diri pelaku kejahatan.
52

 

atiif 

Faktor  eiksteirn  iinii            beirpangkal  pada  liingkungan  diimana  iindiiviidu 

tiinggal   dan   faktor   eiksteirn   iiniilah   yang   meinjadii                   peinyeibab   iindiiviidu 

meilakukan  peirbuatan  keiarah  keijahatan.   Faktor   eiksteirn   iinii                  teirutama 

beri         pangkal    pada    liingkungan    keiluarga    dan    liingkungan    peirgaulan 

indiiviidu. Keiluarga dipi andang meimpunyaii         peiranan yang begi  iitu peintiing 
 

bagii             tiingkah  laku  iindiiviidu  dii             dalam  masyarakat,  hal  iinii              kareni             a,  awal 
 

manusiia beilajar beirtiingkah laku adalah darii        keiluarga seihiingga tiimbul lah 
 

pandangan bahwa prosesi dan cara anak beirsosiai liisasii         dalam masyarakat 
 

bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya.
54

 Akibatnya 

keiluarga meinjadii      peinyeibab seibagaii       faktor tiimbulnya keijahatan yang mana 

banyak  seidiikiti        nya  keijahatan  yang  teirjadii            pada  seitiiap  keiluarga  iinii           dapat 

diiliihat  darii           keai            daan suatu  keiluarga  dan  faktor-faktor laiin  yang  teri         dapat 
 

pada seitiiap keiluarga. 

 

Keijahatan  dalam  suatu  masyarakat  dapat  meirupakan  peri         tanda 

adanya keitiimpangan sosiial atau adanya peinyiimpangan tiingkah laku dalam 

masyarakat,   peincuriian   keindaraan   beirmotor   banyak   diirasakan   dapat 

 

 

 

52 Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A, 2022,Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 

dengan Pemberatan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(1), hlm 85. 
53 Ramadani, R. A, 2016, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga 

Permasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 4(1), hlm 1311. 
54 Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, 

Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak 

Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No.02 Maret 2018, hlm 19 
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meingganggu  keiamanan dan  meireisahkan  masyarakat, hal  iinii            meirupakan 

suatu masalah yang sangat kompleik dan beiraneika ragam. 

Seilaiin iitu faktor keijahatan yang paliing utama, disi           eibabkan kareina 

kondiisii        eikonomii         yang buruk masyarakat iitu seindiirii. 

Sebi             agaiimana  masyarakat  luas  meingeti        ahuii              bahwa  keijahatan  iti        u 
 

teri         utamnya  banyak  seikalii             diilakukan  oleih  keiluarga  yang  tiidak  mampu 

(keilas bawah). Hal iinii     diiseibabkan oleih keiadaan sosiial eikonomii      yang buruk 

seihiingga   meireki              a   teri         paksa   meilakukan  keijahatan  untuk   meinyambung 
 

hidi  upnya.  Keiadaan  masyarakat  yang  sepi eirtii                iitulah  yang  meimberi          iikan 
 

peni             garuh  paliing  besari  teri         hadap  orang  sehi              iingga  orang  iti         u  meilakukan 
 

keijahatan. Meiskipi  un orang iitu tidi  ak meimpunyaii      bakat untuk beri         buat jahat, 
 

akan teti        apii        jiika keihiidupan seihari-i          harii       yang suliit dan dapat peingaruh buruk 

darii        masyarakat, teintu orang iti        u akan meilakukan keijahatan. 

4. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian 

 

iniis-jeiniis peincuriian meinurut KUHP teirdiirii       darii       5 yaiitu: 
 

a. Peincuriian Biiasa diai            tur dalam 
 

Pasal 362 yang berbunyi:
56

 

 

“barang  siiapa  meingambiil  seisuatu  barang,  yang  seiluruhnya 
 

atau seibagiian kepi              unyaan orang laiin, dengi  an maksud untuk dimi                       iiliki  ii 

seci            ara  meilawan  hukum,  diai             ncam  kareina  pencuri  iian,  dengai  n  pidai na 
 

 

 

 

 
55 Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M, 2017, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), hlm 341. 
56 Moeljatno, 2012, Op.Cit., hlm 128 
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peni              jara  paliing  lama  liima  tahun  atau  pidai na  deinda  paliing  banyak 
 

seimbiilan ratus rupiiah.” 

 

b. Pencurian Pemberatan 

 

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:
57

 
 

1) Diiancam deingan pidi              ana peinjara paliing lama tujuh tahun: 
 

a) Peincuriai             n teri         nak, 
 

b) Peincuriian pada waktu ada keibakaran, leitusan, banjiir, geimpa 

bumii, atau geimpa laut, gunung meileitus, kapal karam, kapal 

teri         dampar, keiceilakaan keireita apii, huru-hara, peimbeirontakan 

atau keiseingsaraan dii        masa peirang, 

c) Peincuriian   dii                    waktu   malam   dalam   seibuah   rumah   atau 
 

peki              arangan  terti                  utup  yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukai  n 
 

oleih  orang  yang  ada  dii                 siitu  tiidak  diikeitahuii                 atau  tiidak 
 

diki              eiheindakii       oleih yang beri          hak, 
 

d) Peincuriai             n yang dilakukai n oleih dua orang atau leibiih deingan 
 

beirseikutu. 

 

e) Peincuriian    yang    untuk    masuk    kei  teimpat    meilakukan 

keijahatan,  atau  untuk  sampaii              pada  barang  yang  diiambiil, 

diilakukan deingan meri         usak, meimotong atau meimanjat, atau 

deni             gan  meimakaii                 anak  kuncii                 palsu,  peri         inti                       ah  palsu  atau 
 

pakaiian jabatan palsu. 
 

 

 

 

 

57 Nurroffiqoh, N., Ibid., hlm 86. 
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2) Jiika  peincuriian  yang  diiteirangkan  dalam  butiir  c  disi           eirtaii           deingan 
 

salah satu hal dalam butiir d dan e,i  maka diiancam deni gan piidana 
 

peni              jara  paliing  lama  seimbiilan tahun.  Pencuri  iai             n dalam pasal iinii  

 

diinamakan   “peincuriian  deingan  peimbeiratan”   atau   “peincuriian 
 

deni  gan  kualiifiki  asi”i  dan  diiancam  deingan  hukuman  yang  leibiih 
 

beri          at. 

 

c. Pencurian Ringan 

 

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:
58

 

 

“Peri          buatan yang diiteirangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 

butiir 4, beigiitupun peirbuatan yang diiteirangkan dalam Pasal 363 butiir 

5,  apabiila  tidi              ak  diilakukan  dalam  seibuah  rumah  atau  pekari  angan 
 

teri         tutup yang ada rumahnya, jiika harga barang yang diicurii       tiidak leibiih 
 

darii       dua puluh liima rupiiah, diai             ncam 
 

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan 

Pasal 365 menentukan bahwa:
59

 

1) Diiancam  deingan  piidana  peinjara  paliing  lama  seimbiilan  tahun 
 

peni  curiian yang didi  ahuluii, diiseirtaii        atau diiiikutii        deingan keikeri         asan 
 

atau ancaman keki              eri         asan, teri          hadap  orang  dengai  n maksud  untuk 
 

meimpeirsiiapkan  atau  meimpeirmudah  peincuriian,  atau  dalam  hal 
 

teri         tangkap  tangan,  untuk  meimungkiinkan  meilariki               an diri          ii           seindiri           ii  

 
 
 
 
 

58 Sinaga, A., & Hadi, A, 2018, Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang 

Hukum Pidana, 2(1), hlm 31-41. 
59 Indriyuni, A, 2020, Urgensi Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Telaah Terhadap Pelaku 

Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan). Muhammadiyah Law Review, 4(1), hlm 11. 
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atau  peiseirta  laiinnya,  atau  untuk  teitap  meinguasaii             barang  yang 

diicurii. 

2) Diiancam deingan piidana peinjara paliing lama dua beilas tahun: 

 

a) Jiika peirbuatan diilakukan pada waktu malam dalam seibuah 

rumah atau peikarangan teirtutup yang ada rumahnya, dii        jalan 

umum, atau dalam keireita apii      atau treim yang seidang beirjalan. 

b) Jiika peirbuatan diilakukan oleih dua orang atau leibiih deingan 

beirseikutu. 

c) Jiika masuk kei       teimpat meilakukan keijahatan deingan meirusak 

atau  meimanjat  atau  deingan  meimakaii                anak  kuncii                palsu, 

peiriintah palsu atau pakaiian jabatan palsu. 

d) Jiika peri         buatan meingakiibatkan luka-luka beirat. 
 

e) Jiika   peirbuatan   meingakiibatkan   keimatiai  n   maka   diai  ncam 
 

deni  gan pidi ana peinjara paliing lama liima beilas tahun. 
 

3) Diiancam deingan piidana matii         atau piidana peinjara seiumur hiidup 

atau  seilama  waktu  teirteintu  paliing  lama  dua  puluh  tahun,  jiika 

peirbuatan meingakiibatkan luka beirat atau keimatiian dan diilakukan 

oleih  dua  orang  atau  leibiih  deingan  beirseikutu,  diiseirtaii           pula  oleih 

salah satu hal yang diiteirangkan dalam no. 1 dan 3. 
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e. Peincuriian  dii                liingkungan  keiluarga  Pasal  367  KUHP  meineintukan 

bahwa:
60

 

1) Jiki               a peimbuat atau pembai  ntu darii        salah satu kejai                    hatan dalam bab 
 

iinii            adalah  suamii             (iistrii)  darii            orang  yang  teirkeni             a  keijahatan  dan 
 

tidi              ak  teirpisi           ah  meija  dan  ranjang  atau  terpi  isai                        h  harta  kekai yaan, 
 

maka   teirhadap   peimbuat   atau   peimbantu   iitu   tiidak   mungkiin 

diiadakan tuntutan piidana. 

2) Jiika diia adalah suamii        (iistrii) yang teirpiisah meija dan ranjang atau 

teri         pisi            ah  harta  keikayaan,  atau  diia  adalah  keiluarga  seidarah  atau 

seimeinda,  baiik  dalam  garisi  lurus  maupun  garisi  meinyiimpang 
 

deri         ajat keidua maka teirhadap orang iitu hanya mungkiin diiadakan 
 

peni  untutan jiki  a ada peni gaduan yang teirkeni a keijahatan. 
 

3) Jiika meinurut leimbaga matriiarkal keki              uasaan bapak dilakukai  n ole ih 
 

orang laiin dariipada bapak kandung (seindiirii), maka keiteintuan ayat 

dii       atas beirlaku juga bagii       orang iitu. 

 
 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif 

Islam 

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam 

 

Salah satu tindak pidana yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran 

dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut 

 

 
 

60 Roky Rondonuwu, 2017, "Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 

KUHPIDANA." Lex Administratum 5.1, hlm 11. 
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dengan sariqah. Sariqah ialah mencuri milik orang lain dari timbunan 

orang lain. 

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah 

pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah 

pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam 

dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan 

pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya 

tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh 

karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, 

maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir. 

Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu: 

 

a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai 

hukuman potong tangan; 

b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan 

menantang, disebut juga hirabah. 

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong 

tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan 

kejahatan yang dilakukan (jarimah) yang termasuk dalam hukum pidana 

Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga 

(tiga) jenis pidana, antara lain: 

1. Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya 

ditentukan oleh nash yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd 

yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak 
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dapat dicabut oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama 

masyarakat (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori 

dalam hukuman had ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) menuduh zina, (c) 

pencurian, (d) perampokan, (e) pemberontakan, (f) minum-minuman 

keras, (g) murtad. 

2. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah 

ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak 

individu (korban dan walinya), yang berbeda dengan hak hukuman. Ada 

banyak kemungkinan penerapan hukum qisas diyat, misalnya hukum qisas 

dapat diubah menjadi diyat, hukuman diyat dikecualikan, dan jika 

dikecualikan, hukuman dihapuskan. 

Kategori hukuman qisas diyat termasuk: (a) pembunuhan dengan sengaja, 

 

(b) pembunuhan separuh sengaja, (c) pembunuhan tanpa sengaja, (d) 

Penganiayaan yang disengajakan, penganiayaan yang tidak adil. 

3. Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, artinya seorang jarimah 

diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat.
61

 

Seilaiin  diiharamkan  oleih  agama,   meincurii                   juga   peri         buatan   yang 

diilarang  oleih  neigara.  Apabiila  meilakukannya,  akan  meineiriima  hukuman 

sesi           uaii                  pasal  yang   beirlaku  dalam  Undang-Undang.   Larangan  meincurii 

diijeilaskan dalam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang beirbunyii: 

 

 

 

 

 

61 Rama Darmawan,2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai,Vol.6,No 2. 
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ّ   لٱ ل  نّ   م’ سانّ 

مّ   ّ  أ
   ّ  ّ

 وّ   

 ّ  اوّ  ل

يرّ   ّ  ف

 اقّ   

 أّ  

 لت  
اكح

 مّ   

 ىّ  ل

 لّ  ٱ

  ّ

 ها  
ّ  تو

لدّ   
اوّ  

  ّ 

لّ  ٱ
   ّ  ّ

 لطبّ   

 اوّ   ّ  لكّ   أّ   ّ  ت ّ لّ   و
 ّ 

ّ   مّ   ّ  أ  مّ  كلّ   وّ   ّ 

 م  ّ  نيّ   ّ  ب

 

 نومّ   لّ   عّ   ّ  ت مّ   ّ  تنّ  أو مّ   ثّ   ّ لّ   ّ   ٱّ  ب
 

Artiinya: “Dan janganlah kamu makan harta dii         antara kamu deingan jalan 

yang batiil, dan (janganlah) kamu meinyuap deingan harta iti        u keipada para 

hakiim, deingan maksud agar kamu dapat  meimakan seibagiian harta orang 

62 
laiin iti        u deni              gan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 

 

Peni             curiai             n  dalam  peri         spekti                       ifi                        Hukum  Pidai na  Isi           lam  yang  disi           

eibut 
 

deni             gan   Jarimai  h   Sariqai  h   (Pidai  na   Peincuriai              n)   adalah   suatu   tindaki  an 
 

peni             gambiilan barang oleih orang yang sudah baligi               h dan beirakal teri         hadap 
 

harta miiliik orang laiin deingan seicara diiam-diiam, dan apabiila harta teirseibut 

yang sudah diiambiil meincapaii         batas miiniimal, darii         teimpat siimpanan yang 

aman tanpa ada syubhat dalam barang yang akan diai  mbiil oleih Peni              c uri.
63

 
 

Dalam  umat  Iislam  dii                wajiibkan  untuk  meilaksanakan  hukuman  yang 

seti        iimpal  bagii                orang  yang  meilakukan  suatu  peirbuatan  tiindak  piidana 

peni             curiai             n atau dii         seibut dengai  n jariimah sariqai  h deingan hukuman potong 
 

64 
tangan yang diiseibut deni             gan hukuman had. 

 

2. Pencurian Menurut Para Ulama 

 

Ulama madzhab be irpeindapat teri         kaiti  

 

 
peincuriian seibagaii        beri          i 

 

 
ki              ut 

 
 

:65 

 

a. Mazhab Hanafi 
 

 

62 Lestari, D. A, 2020, Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif hukum positif dan hukum 
islam, hlm 132. 

63 Hamzah, I, 2020, Menelaah Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif, hlm 120. 
64 Hakim Rahmad, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, hlm 
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65 M. A Anggriawan, 2018, Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam 

dan Hukum Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Mataram), hlm 113. 
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Meineirangkan  Niisab  harta  dalam  had  peincuriian  adalah  satu 

diinar atau seipuluh diirham baiik murnii       atau tiidak seiniilaii        salah satunya. 

Diki              atakan  juga  untuk  barang  seilaiin  darii               yang  dua  iti        u  disai                        makan 
 

niilaiinya  deingan  niilaii           diirham  dan  jiki               a  barang  terseii  but  adalah  eimas 
 

maka  dii            syaratkan  meirupakan  barang  yang  beireidar  dii            masyarakat. 

Aadapun  daliil  ulama  Hanafiiah  dalam  peineintuan  niisab  iinii              adalah 

“Diiriiwayatkan darii       Ibi              nu Abbas dan I ibnu Umii       Aiiman,meireika beri         kata 

: Harga peiriisaii       keti          iika Rasulullah SAW meimotong tangan peincuriinya 

adalah seipuluh diirham”. 

b. Mazhab Maliki 
 

Meingatakan  Niisab  harta  curiai             n  adalah  tigai diri         ham  murni.i 
 

Maka barang siiapa yang meincuriinya atau meincurii      barang yang seiniilaii 

atau leibiih darii        tiiga diirham murnii         maka diikeinakan had. Adapun dali il 

ulama Maliikiiah seibagaii         beiriikut : “Diiriwi                    ayatkan darii        Nafii‟ darii        I ibnu 
 

Umar bahwa Rasulullah SAW meimotong tangan yang meincurii     peiriisaii 

seiharga tiiga diirham.” Diiriiwayatkan oleih I imam Bukharii        dan Musliim, 

I imam Maliik biin Anas beirkata : “Uthman biin Affan meimotong tangan 

yang meincuriibarang seiharga tiiga diirham dan iinii       meirupakan peindapat 

paling kuat menurut hal ini”.
66

 

c. Mazhab Syafi’e 

Meingungkat  baha  Niisab  dalam  meincurii             adalah  seipeireimpat 

diinar atau barang-barang laiin yang seiniilaii      deinganny. Ulam syafii‟eiyah 

beirdaliil dalam niisab iinii        deingan seibuah hadiis yang diri           iiwayatkan oleih 

 

 
 

66 Muh Fahmi Firmansyah, 2021, "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan 

Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance 3.1: 

hlm 51. 
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I imam Bukharii           dan Musliim meilaluii           jalan Azzuhrii           darii           „Amrah darii 

Siittii      „Aiisah bahwa Rasululah SAW teilah beri         sabda : “Tiidaklah Peincurii  

dipi otong tangan keicualii        jiki  a meincurii       sepi i         eimpat diinar atau leibiih”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

67 M. Arif, 2007, Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam (University Of Muhammadiyah 

Malang), hlm 13. 
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se 69
 

 

 

BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor 

Tiindak  piidana  peincuriian  meirupakan  salah  satu  tiindak  piidana  yang 

seri          iing kalii       teirjadii       dan meirugiikan masyarakat. Salah satu beintuk tiindak piidana 

peni             curiai             n  yang  seri          iing  diti        eimuii                dii                 masyarakat   iai             lah  peincuriai             n  keindaraan 
 

ri          motor. Tiindak  keijahatan  peincuriian  keindaraan  beri          motor  sudah  meinjadii 

salah satu tiindak kriimiinal yang cukup meinonjol dii      Keicamatan Kaliiwungu. Hal 

teri         sebi             ut dikari  einakan seimakiin beri          aniinya peilaku pencuri  iai             n kendi  araan beri          motor 
 

dalam meilakukan aksiinya tiidak peidulii        siai             ng atau malam. Meilaluii        wawancara 
 

yang  diilakukan  oleih  peinuliis  deingan  Kaniit   Reiskriim  Polseik   Kaliwi                    ungu, 
 

dipi              eri         oleih  data  meingeinaii                jumlah  kasus  peincuriani  keindaraan  beri          motor  dii 

 

Keci             amatan  Kaliwui  ngu  seilama  kurun  waktu  tahun  2021,  2022  dan  2023 
 

ibanyak  32  kasus. Adapun  riinciian  jumlah  kasus  peincuriian  keindaraan 
 

beri           motor yang diilaporkan dapat diiliihat dalam tabeil seibagaii        beiriki              ut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Faktor penyebab dan peran penanggulangan 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. Kertha Wicara: Journal 

Ilmu Hukum, 9(2), hlm 12. 
69 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 

15 September 2023,Pukul 10.30 WIB 
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Tabel 3.1. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kaliwungu 
 

 
No Tahun Jumlah Kasus 

1. 2021 9 

2. 2022 11 

3. 2023 12 

 

 

Beri         dasarkan  tabeil  teirseibut  dapat  diikeitahuii              bahwa  pada  tahun  2021 

teri          jadii     9 kasus peincuriian keindaraan beirmotor. Pada tahun 2022 teirjadii     11 kasus 

dan pada tahun 2023 teirhiti        ung bulan Januarii      sampaii      Agustus teirdapat 12 kasus. 

Data  teri         seibut  meinunjukkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  teirdapat 

peni  iingkatan  kasus  keijahatan  peincuriai  n  keindaraan  beirmotor  dii              Keicamatan 
 

Kaliiwungu.  Beirkaiitan  deingan  peiniingkatan  jumlah  tiindak  pidi              ana  peincuriai             n 
 

keni  daraan beirmotor dii         Keicamatan Kaliiwungu iinii, Kaniit Reiskriim Kepi  oliisiian 
 

Seki              tor  Kaliiwungu  meinyatakan  bahwa  teirdapat  beiberi         apa  faktor  penyeii  bab 
 

teri          jadiinya   peincuriian   keindaraan   beri          motor   teirsebi              ut   diai  
 

iriikut: 

ntaranya   seibagaii  

 

1. Faktor iinteirnal 
 

Faktor iinteirnal meirupakan faktor yang ada pada diirii      peilaku. Faktor 

darii              diirii              seindiirii                iiniilah  yang  keimudiian  meinjadiikan  peilaku  meilakukan 

71 
tiindak piidana peincuriai             n kendaraan bermotor. Adapun beberapa hal yang 

 

 

 

70 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 

15 September 2023,Pukul 10.30 WIB 
71 Sugiarto, A, 2022, Faktor Penyebab dan Peran Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), hlm 14721. 
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meinjadii         faktor iinteri         nal peilaku peincuriai             n keindaraan beirmotor dii         wiilayah 
 

Keci             amatan Kaliwui  ngu iai             lah seibagaii       beri          ikuti  : 
 

a. Faktor Peindidi               ikai  n 
 

Peni             didi               ikai  n  meimiiliki               ii             peri          an  peintingi  dalam  meindorong  atau 
 

meingheintiikan seiseiorang darii       meilakukan tiindak piidana peincuriian. Hal 

iinii                   diiseibabkan   oleih   tiingkat   peingeitahuan   iindiiviidu   yang   kurang 

meingeinaii           norma-norma  sosiial dan aturan-aturan dalam  beiriinteiraksii 

dalam masyarakat. Tiingkat peindiidiikan diianggap seibagaii         faktor yang 

meimeingaruhii         keimungkiinan seiseiorang meilakukan tiindakan kriimiinal 

sepi  eirtii                   peincuriian.   Peindiidiki  an   seiharusnya   meimbeiriki  an wawasan 
 

keipada iindiiviidu teni             tang niilai-i         niilaii       moral dan eti         ika,i  seri         ta meingajarkan 
 

meireika untuk meimahamii      konseikueinsii       darii      peri          buatan meireika, baiik iitu 
 

posiitiif atau neigatiif. Meinurut Kaniti                 Reskri  imi  Polseik Kaliwui  ngi,i                salah 
 

satu alasan teirjadiinya keijahatan adalah tiinggiinya tiingkat 
 

peni  gangguran, yang seiriingkalii  diki aiitkan deingan keisuliitan 
 

meindapatkan peikeri           jaan kareni              a banyaknya lowongan peki               eri          jaan yang 
 

meinsyaratkan   miiniimal   lulusan   SMA.   Seilaiin   iitu,   keiteirseidiiaan 
 

keni             daraan dii  seki               iti        ar masyarakat juga meinjadii  faktor yang 
 

meimpeingaruhi.i  
 

b. Faktor iindiiviidu 

 

Peri          iilaku iindiiviidu meimiiliikii  dampak beisar teirhadap 
 

masyarakat. Iindiividi              u yang berpeiri  iilaku baiki                       ceindeirung meindapatkan 
 

peni             ghargaan  darii            masyarakat,  seimeintara  indi  iividui  yang  berperii  iilaku 
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buruk dapat meiniimbulkan gangguan dalam masyarakat. Keimampuan 

iindiiviidu  untuk  meingeindaliikan  dan  meingeimbangkan  diirii                 meri         eika 

deni  gan pola piikiri  posiitiif dapat meinghasiilkan manfaat baiki  untuk diirii  

 

meri         eika seindiirii           maupun untuk orang laiin. Dii         siisii           laiin, iindiiviidu yang 
 

tidi              ak dapat meingeindalikai  n diirii  meri         ekai  seindiri          ii  dan mudah 
 

teri         peingaruh  oleih  peirkeimbangan  liingkungan  ceindeirung  meingiikutii 

arus tanpa meimpeirtiimbangkan apakah iitu beinar atau salah. Teri         dapat 

beri           bagaii               peinyeibab  yang  meindorong  seiseiorang  meilakukan  tiindak 

piidana   seibagaiimana   disi           eibutkan   seibeilumnya   bahwa   keiiingiinan 

manusiia tidi              ak meimiiliki               ii        batasan yang jeilas. 
 

2. Faktor eiksteirnal 

 

Faktor  eiksteirnal  meirupakan  faktor  yang  beirasal  darii                luar  diirii 

 

ilaku. Adapun beibeirapa faktor eki              steirnal yang meinjadii     peinyeibab peilaku 
 

meilakukan peincuriian keindaraan beri           motor dii        Keicamatan Kaliiwungu iialah 
 

seibagaii       beiriki              ut: 
 

a. Faktor eikonomii  

 
Keisuliitan  dalam  meindapatkan  peikeirjaan  yang  stabiil deingan 

gajii            yang  meimadaii           diiseibabkan  oleih  reindahnya  peiluang  keirja  yang 

teri         seidiia.  Akiibatnya  seibagiian  masyarakat  teirpaksa  beikeirja  deingan 

upah  reni             dah  bahkan  ada  yang  meinganggur  sama  sekai  li.i                       Hal  ini  ii 

diipeirparah oleih keinaiki              an harga kebuti  uhan pokok, sehi              iingga 

72 Wulansari, O., & Priyana, P, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas 

Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). Jurnal Justitia: 

Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(3), hlm 1271. 
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di 73
 

 

 

masyarakat   beirpeinghasiilan   reindah   seimakiin   keisuliitan   meimeinuhii  

 

kebi             utuhan   seihari-i          hari.i  Kondisi            ii                       ekoi  nomii                       sepi              eirtii                       ini               ii                       seri          ingkai  lii  

 

meindorong orang untuk meilakukan tiindak piidana peincuriian 
 

keni             daraan   beri           motor.   Pengai  ngguran   juga   dapat   meinjadii                   peimici             u 
 

teri          jadiinya peincuriian keindaraan beirmotor dii wiilayah Polseik 
 

Kaliiwungu.  Beirdasarkan  wawancara  deni             gan  Kaniti                    Reskri  imi  Polseik 
 

Kaliiwungu,  diikeitahuii            bahwa  dii            beibeirapa  lokasii            dii             wiilayah  Polse ik 
 

Kaliiwungu  keijahatan  peincuriai              n  keindaraan  beri         motor  juga  banyak 
 

ilakukan oleih peimuda yang meinganggur. 
 

b. Faktor sosiial budaya 

 

Seilaiin   faktor   eikonomii                     faktor   sosiial   budaya   juga   dapat 
 

meinyeibabkan meinini             gkatnya keijahatan peincuriai             n kendari  aan beirmotor 
 

dii       wiilayah Polseik Kaliiwungu. Peni             garuh budaya darii        luar yang sangat 
 

kuat dan ceipat meinye ibar meimbuat sebi             agiai             n masyarakat beri         aliih darii  

 

pola  hiidup  tradiisiional  kei              pola  hiidup  yang  leibiih  modeirn.  Hal  iinii 

beri          peingaruh pada kalangan peimuda yang meinyeibabkan meireika suliit 

diki eindaliikan oleih keiluarga meireki  a. Faktor iinii         juga diipeingaruhii        ole ih 
 

peri         gaulan  beibas  dii              kalangan  peimuda  diitambah  deingan  keimajuan 
 

teki              nologii               yang  pesati  .  Selai                    iin  iti         u,  pengawai  san  orang  tua  teri          hadap 
 

reimaja  seimakiin  beirkurang  seihiingga  meireika  kurang  tahu  teintang 

peri         keimbangan anak dii          luar rumah. Keidua faktor iinii          meingakiibatkan 

 

 
 

73 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 

15 September 2023,Pukul 10.35 WIB. 



52  

i 

 

 

peri          iilaku  beibas  reimaja  dii                wiilayah  Polseik  Kaliiwungu  yang  tiidak 

teri         keindalii,   yang  pada  giiliirannya   meiniingkatkan  angka  peincuriian 

74 
keni             daraan bermotor. 

 

c. Faktor liingkungan 

 

Liingkungan adalah salah satu faktor yang meimiiliikii        peingaruh 
 

beisar teirhadap peiriilaku seiseoi                rang. Faktor liingkungan iinii            meincakup 
 

liingkungan seiharii-harii       seipeirtii       keiluarga, teimpat keri          ja, dan masyarakat 
 

seki               iti        ar.  Beri         dasarkan  infoi  rmasii             yang  dibeiri  ikai  n  olehi  Kaniti                     Reskri  iim 
 

Polseik   Kaliiwungu,   seibagiian   besi           ar   kasus   peincuriian   keindaraan 

beri           motor meiliibatkan leibiih darii         satu peilaku dan para peilaku teirseibut 

meimiiliikii             hubungan  deikat  seipeirtii             hubungan  keiluarga,  keikeirabatan, 

teti        angga, atau teiman yang  akrab.  Kaniit  Reiskriim Polseik  Kaliiwungu 

juga meinyorotii        bahwa banyak reimaja teirliibat dalam tiindak keijahatan 

peni  curiai  n kareina  peingaruh buruk  darii           teiman seibaya  dan keisalahan 
 

dalam  meimiiliih  teiman,  yang  meingakiibatkan  meireika  teirgoda  untuk 

meincoba meilakukan tiindak keijahatan. 

d. Faktor leimahnya peingawasan masyarakat 

 

Faktor leimahnya peingawasan masyarakat juga meinjadii          salah 
 

satu faktor peiniingkatan tiindak pidi ana peincuriian keni daraan beirmotor 
 

dii                liingkungan  Polseik  Kaliiwungu.  Meinurut  Iipda  Apriiyanto  yang 

meinjabat seibagaii        Kaniit Reiskriim Polseik Kaliiwungu, tiinggiinya jumlah 

 

 
 

74 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 
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di 76
 

 

 

kasus   peincuriian   keindaraan   motor   diiseibabkan   oleih   kurangnya 
 

peni             gawasan masyarakat teri         hadap harta meri         eka.i  Faktor ini               ii          meimbuat 
 

peilaku  peincuriian  meri         asa  leibiih  mudah  untuk  beiraksii,  teri          utama  dii  

 

teimpat-teimpat  seiperi         tii             masjidi              ,  kampus,  dan  seibagainyai  yang  mana 
 

kesi           adaran  masyarakat  teirhadap  keiamanan  harta  beinda  ceindeirung 

 

indah. 
 

Beri         dasarkan peimaparan teirseibut dapat diikeitahuii         bahwa faktor iinteirnal 
 

dan   faktor   eki              steri         nal   meinjadii                   peinyeibab   teri          jadiinya   peincuriai             n   keindaraan 
 

beri           motor  dii                  Keicamatan  Kaliiwungu.   Faktor  iinteirnal  teirseibut  teirdiirii                  darii  

 

peni             didi               ikai  n  dan  faktor  indi  iividu.i  Adapun  faktor  eksti  eirnal  terdirii  ii            darii              faktor 
 

eikonomi,i  faktor   sosiai             l  budaya,   faktor   liingkungan,   dan  faktor   leimahnya 
 

peingawasan masyarakat. Seiteilah meingeitahuii  faktor-faktor peincuriian 
 

keni  daraan beirmotor dii         Keicamatan Kaliiwungu, Keipoliisiai  n Seiktor Kaliiwungu 
 

meilakukan peiran guuna meinanggulangii       tiindak piidana teirseibut. 
 

Peinanggulangan keijahatan yang diimaksud dalam peineiliti         iai             n ini               ii        adalah 
 

usaha   untuk   meingurangii                    tiindak   peincuriian   keindaraan   beirmotor   deingan 
 

meimanfaatkan   iilmu   kriimiinologii.   Meni             urut   Soeri          jono   Soekanti  o,   teri         dapat 
 

beibeirapa tahapan yang harus diilakukan untuk meineni              tukan fokus kegi                iati                     an dan 
 

arah  opeirasii            peinanggulangan  tiindak  pidi               ana  teirutama  bagii            aparat  kepi               ai             

ntaranya seibagaii       beiriikut: 

oliisiian 

 

 

 

 
 

75 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 

15 September 2023,Pukul 10.40 WIB. 
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be 77
 

 

 

1. Peinyusunan   iinveintariisasii                      dan   analiisiis   data   awal   oleih   peinyeiliidiik, 
 

meilakukan  peinyeilidi               ikai n  lapangan,  dan  meri         umuskan  hasiil  peinyeilidi               ikai  n 
 

untuk koordiinasii       peiniingkatan. 
 

2. Tahap  peiniindakan,  teirmasuk  peni              angkapan  peilaku  dan  pengui ngkapan 
 

jariingan,  opeirasii             dii             daeirah  rawan  untuk  meinghadang  atau  meinangkap 

peilaku,  peimeiriiksaan  hasiil  peiniindakan  untuk  meinyeileisaiikan  peirkara, 

peni  yeiliidiikan   lanjutan   untuk   meingeimbangkan   hasiil  peinini  dakan, dan 
 

peingeijaran teirsangka yang meilariki               an diri          ii       darii       daeri         ah teirsebuti  . 
 

3. Meilanjutkan   proseis   peinye ileisaiian   peirkara   hasiil   peiniindakan   deingan 
 

meilakukan publiki  asii         atau peni eirangan keipada masyarakat  meilaluii          meidi ia 
 

ceti        ak   dan   eileiktroniik,   meilakukan   analiisiis   dan   eivaluasii                   keiseiluruhan 

peilaksanaan opeirasii, seirta meinyiiapkan laporan akhiir tugas. 

Dalam   konteiks   hukum,   peincuriian   keindaraan   beri          motor   diianggap 

seibagaii  tiindak    keijahatan    yang    sangat    meingganggu    dan    meireisahkan 

masyarakat. Meinghiilangkan seipeinuhnya  keijahatan peincuriian adalah seisuatu 

yang suliti                bahkan dapat dikati  akan mustahiil. Hal iinii       dikari  einakan seilama masiih 
 

ada manusiia seibagaii      makhluk sosiial yang meimiiliki               ii     kepi               enti                        ingai  n yang beri         agam, 
 

maka  keijahatan  peincuriian  akan  teti        ap  ada.  Beirdasarkan  hasiil  wawancara 
 

peni             ulisi                deingan Kaniti              Reskri  imi Polseki                    Kaliwui  ngu, peri          an yang diilakukan Polseki  
 

Kaliiwungu   dalam   peinanggulangan   tiindak   

pidi            ri          motor diai             ntaranya seibagaii        beiriikut: 

ana   peincuriian   keindaraan 
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1. Peingamanan Teri         padu Beirsama Masyarakat 

 

Polseik  Kaliiwungu  meilaksanakan  ronda  malam  atau  siiskamliing 

beri          sama masyarakat Kota Kaliiwungu. Meilaluii        keirja sama iinii, diiharapkan 

teri          jaliin  koordiinasii               yang  baiik  antara  keipoliisiian  dan  masyarakat  untuk 

meiniingkatkan keiamanan. 

2. Peiniingkatan Kiineirja Keipoliisiian 

 

Polseik   Kaliiwungu   meiniingkatkan   kiineirja   keipoliisiian   deingan 

meineirapkan   siisteim  eivaluasii                   beri          jangka.   Salah   satu   fokusnya   adalah 

meiniingkatkan  fungsii                Reiskriim  (Reiseirsei                Kriimiinal)  deingan  meilakukan 

patrolii                 dii                daeirah-daeirah  yang  rawan  keijahatan,  khususnya  peincuriian 

keindaraan  beirmotor.  Patrolii           diilakukan  dii           daeirah  peimukiiman  peinduduk 

yang  meimiiliikii             banyak  keindaraan  beirmotor  roda  dua,  seirta  dii             daeirah- 

daeri         ah   yang   poteinsiial   diigunakan   oleih   peilaku   untuk   meingeidarkan 

keindaraan hasiil curiian. 

3. Peimasangan Spanduk Hiimbauan 

 

Polseik   Kaliiwungu   meimasang   spanduk-spanduk   yang   beiriisii 

hiimbauan   keipada   masyarakat,   khususnya   teirkaiit   deingan   peincuriian 

keni             daraan beri          motor. Spanduk-spanduk iinii         diti        eimpatkan dii         daeri         ah-daeri          ah 
 

yang diianggap rawan keijahatan, seiperi         tii         pusat keiramaiian atau pusat kota. 

Tujuannya adalah agar masyarakat dapat meiliihat langsung hiimbauan darii 

keipoliisiian. 

4. Peinyuluhan keipada Masyarakat 
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Polseik Kaliiwungu meimbeiriikan peinyuluhan keipada masyarakat dii 

wiilayah  Keicamatan  Kaliiwungu  agar   leibiih  waspada  teirhadap  tiindak 

keijahatan.  Masyarakat  diiharapkan  meinjaga  diirii            dan  harta  keikayaannya 

darii          poteinsii          tiindak keijahatan. Piihak Polseik  Kaliiwungu  juga  meindorong 

masyarakat   untuk   meinggunakan   kuncii                     peingaman   atau   alarm   pada 

keni  daraan  beirmotor  roda  dua  meireki a  guna  meingurangii              tiindak  piidana 
 

peni             curiai             n kendi  araan.  Apabilai  meirekai  meinjadii           korban tindaki  keijahatan, 
 

diiharapkan  meireika  seigeri         a  meilaporkan  kei             poliisii             untuk  meimungkiinkan 

tiindak lanjut yang ceipat tanpa keiteirlambatan. 

5. Peinyuluhan keipada Para Juru Parkiri  
 

Polseik  Kaliiwungu  beri         kolaborasii           deingan para  juru  parkiir  deingan 

meimbeiriikan  peimahaman  teintang  tiindak  piidana  peincuriian  keindaraan 

beri           motor.  Deingan  peingeitahuan  iinii,  para  juru  parkiir  diiharapkan  dapat 

meingeinalii                  modus  yang  diigunakan  oleih  peilaku  peincuriian  keindaraan 

beri           motor dan meilaporkan keipada poliisii       jiika ada orang yang meincurigi              akan 
 

atau   beirpoteinsii                   meilakukan  keijahatan  peincuriian  keindaraan  beirmotor 

seihiingga  meireika  dapat   meingiideintiifiikasii                 tiindakan  meincuriigakan  dan 

meilaporkannya keipada keipoliisiian. 

6. Peiniingkatan  kiineri           ja  Reiskriim  dalam  peinye iliidiikan  dan  peinyiidiki              an  seri          ta 
 

peingawasan teirhadap reisiidiiviis 

 

Piihak  Polseik  Kaliiwungu  meilakukan  peiran  untuk  meiniingkatkan 

kiineri          ja  dan  fungsii              Reiskriim  deingan  cara  meilakukan  peinyeiliidiikan  dan 

peni              yidi                ikai  n  teri         hadap  para  peilaku  tindaki  pidai na  pencuri  iai             n  keindaraan 
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beirmotor. Meri         eika  juga  meindalamii          seti         iiap  modus yang digi              unakan dalam 
 

tiindak peincuriai             n keindaraan beirmotor. Selai                    iin iti        u, Polseki                        Kaliwui  ngu juga 
 

meilakukan   peimantauan   teirhadap   para   reisiidiiviis,   yaiitu   peilaku   yang 

seibeilumnya  sudah  diipiidana,  untuk  meingeitahuii           apakah  meireika  keimbalii 

meilakukan  tiindak  piidana  atau  tiidak.  Hal  iinii            diilakukan  untuk  meinjaga 

keai             manan dan meingurangii       potensi  ii       keijahatan dii       wilai                     yah tersebutii  . 
 

7. Keirja Sama deingan Peimeiriintah Daeirah 

 

Polseik Kaliiwungu beikeirja sama deingan peimeiriintah daeirah untuk 

meinanggulangii         tiindak piidana peincuriian keindaraan beirmotor. Kolaborasii 

iinii       beirtujuan untuk meinciiptakan rasa aman bagii       masyarakat, khususnya dii 

wiilayah Keicamatan Kaliiwungu. 

Beri         dasarkan peimaparan teirsebi             ut dapat diki              eti         ahuii  bahwa peri         an 
 

kepi              olisi           iai             n khususnya Polseki                      Kaliwui  ngu dalam peinanggulangan tindaki  pidi               ana 
 

peni             curiai             n  keindaraan  beri          motor  dilakukai  n  meilaluii              beibeirapa  hal  diai             ntaranya 
 

peni             gamanan  teri         padu  beri          sama  masyarakat,  peni              iingkatan  kineiri  ja  kepoi lisi            iai             n, 
 

peimasangan spanduk hiimbauan, peinyuluhan keipada masyarakat, peinyuluhan 
 

kepi              ada para juru parkiri         , peni              iingkatan kiineirja Reskri  iim dalam peinyeilidi               ikai  n dan 
 

peni  yiidiikan  seirta  peingawasan  teirhadap  reisidi  iiviis,  dan  keirja  sama  deingan 
 

peimeiriintah. 
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me 79
 

 

 

B. Kendala yang dihadapi Oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi 

Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Solusinya 

Dalam meinanggulangii  seibuah keijahatan yang teri          jadii  didi              alam 
 

masyarakat tiidaklah mudah seilaiin banyak faktor-faktor peinyeibab keijahatan iitu 
 

teri          jadi,i  ri         dapat  pula  beri         bagaii               keindala  dalam  meinanggulangii               keijahatan. 
 

Beibeirapa  keindala  yang  diihadapii               oleih  Satlantas  Polseki  Kaliwui  ngu  dalam 
 

inanggulangii       tiindak pidi              ana peincuriai             n keindaraan beri          motor antara laiin: 
 

1. Faktor masyarakat 

 

Masiih    banyak    masyarakat    yang    kurang    reisponsiif    dalam 

meilaporkan tiindak piidana peincuriian keindaraan beirmotor, teirutama dalam 

waktu 24 jam seiteilah keijadiian atau bahkan meri           eika tiidak seigeira meilapor 

kepi              ada pihaki  kepoi  lisi            iai             n seti        eimpat. Akibati  nya, kendari  aan yang dicuri  ii        biisa 
 

sudah  beirada  jauh  darii             lokasii              keijadiai             n.  Seilaiin  iitu,  laporan  yang  tiidak 
 

segi  eri         a  diisampaiki  an  oleih  masyarakat  meimbuat  iideintiifiikasii                  peirbuatan 
 

peincuriian keindaraan beirmotor meinjadii        suliit bagii        uniit resi           kriim keipoliisiian. 

Akiibatnya, laporan teri         seibut suliit untuk diitiindaklanjutii        dan diiseiliidiikii        ole ih 

piihak keipoliisiian. Meiskiipun Polseki                       Kaliwui  ngu seicara resmiii  beri          tanggung 
 

jawab  atas  peiran  peinceigahan  dan  peinanggulangan  tiindak  keijahatan, 

teri         utama  peincuriian  keindaraan  beri           motor,  partiisiipasii                  aktiif  masyarakat 

 

 

 

 
 

78 Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). Jurnal 

Pembaharuan Hukum, 3(3), hlm 339-347. 
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sangat  diibutuhkan kareina keiteirbatasan sumbeir daya dan iinformasii           yang 

diimiiliikii        oleih poliisii. 

2. Faktor barang buktii  

 
Para peilaku keijahatan seri          iing kalii       tiidak meinjual barang hasiil curiian 

 

seicara   utuh,   meilaiinkan   diipeicah-peci            ah   dan   diijual   seci             ara   terpi isi           ah. 
 

Peindeikatan iinii      beirtujuan untuk meinghiindarii      deti        eiksii      oleih aparat keipoliisiian 

dan meinunjukkan bahwa para peilaku beikeirja deingan sangat hatii-hatii        dan 

meri         ahasiiakan aktiiviitas meireki               a.  Hal ini                ii           juga  meinandakan bahwa peilaku 
 

peni  curiian  keindaraan  beirmotor  beiroperi         asii            deingan  teirorganiisiri  dan  suliit 
 

diilacak oleih piihak keipoliisiian. Seilaiin iitu peincariian barang buktii       seiriingkalii 

suliit kareina peilaku keijahatan ceindeirung meinjual barang buktii        kei        daeri         ah- 

daeri         ah teirpeinciil atau  jauh darii           teimpat  keijadiian.  Hal iinii           meimbuat  piihak 

keipoliisiian meingalamii       keisuliitan dalam meilacaknya. 

3. Faktor peilaku teirorganiisiir 

 

Jariingan peilaku peincuriian keindaraan beirmotor sangat luas, dan hal 

iinii                        meinjadii                       hambatan   bagii                        Polseik Kaliiwungu   dalam   meilakukan 

peni              yeilidi               ikai  n  dan  peinyidi               ikai  n.  Keijahatan  ini               ii              tidai  k  lagii              dilakuki  an  ole ih 
 

iindiiviidu,  meilaiinkan  meiliibatkan  banyak  orang  yang  beiropeirasii               seicara 
 

beri          sama-sama, bahkan seibagaii       siindiikat teirorganiisiir deni             gan jaringai  n yang 
 

luas dan rahasiia. Peilaku beirasal darii         beirbagaii         teimpat, teirmasuk darii         luar 
 

Keci             amatan Kaliwui  ngu. Meri          ekai  juga beki              eri          ja sama dengi  an pihaki  penadai  h 
 

barang  hasiil curiian,  seihiingga  meinyuliitkan  keipoliisiian  dalam  meilakukan 
 

peni  yeiliidiikan, peni yiidiikan, dan peingeijaran teirhadap peilaku-peilaku iinii. 
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4. Faktor modus opeirandii 

 
Para   peilaku   keijahatan   meinjalankan   modus   opeirandii                    meireika 

 

deni             gan tingkati  organisi           asii       yang baik.i  Sebeii  lum meilakukan aksiinya, meri          eki               a 
 

ceni             deri         ung meilakukan peingamatan atau surveiii        teri         hadap calon korban dan 
 

lokasii             keijadiian.  Peingamatan  atau  surveiii             diilakukan  agar  meireika  dapat 
 

meilaksanakan aksiinya deingan cepi              at. Seti        elai                     h keijahatan curas teirjadi,i               para 
 

peilaku  dapat  seigeri         a  kabur  deingan  mudah  dan  cepi               at,  seirta  meingurangii  

 

keimungkiinan  teirtangkap  atau  diikeinalii            oleih  warga  seki               iti        ar.  Para  pelaki  u 
 

keijahatan  iinii               seiriingkalii               adalah  peinduduk  yang  teilah  lama  tiinggal  dii  

 

Keci  amatan Kaliiwungii, seihiingga meireki  a meimiiliikii       peni geitahuan meindalam 
 

teni             tang  kondisi            ii             jalan  dan  siti        uasii            daeri         ah  Kaliwui  ngu.  Hal  ini               ii             tenti                      u  saja 
 

meimbuat tugas poliisii          meinjadii          leibiih suliit dalam meingiideintiifiikasii         peilaku 

dan meingumpulkan buktii       untuk meinjeirat meireika. 

Beri         dasarkan  peimaparan  teirseibut   dapat   diiiikeitahuii                   bahwa   teirdapat 
 

beibeirapa keindala yang diihadapii  anggota Polseki  Kaliwui  ngu dalam 
 

meinanggulangii            keijahatan  peincuriian  keindaraan  beirmotor  diiantaranya  faktor 

masyarakat, faktor barang buktii, faktor peilaku teri         organiisiir, dan faktor modus 

operi          andii.  Guna  meingatasii                keindala  dan  hambatan  iinii,  Polseik  Kaliiwungu 

meimberi           iikan solusii        deingan meilakukan kegi               ii            tan seibagaii        berikutii  : 
 

1. Meineintukan tiitiik-tiitiik rawan 
 

 

 

 

 

 
80 Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 

15 September 2023,Pukul 10.50 WIB 
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Piihak  Polseik  Kaliiwungu  meineintukan  titi         iik-titi         iik  yang  seilama  iinii 

rawan  atau  seiriingkalii                teirjadii                peincuriian  keindaraan  beirmotor.  Seiteilah 

meingeitahii                  gambaran  dan  wiilayah  yang  diirasa   rawan,   piihak  Polse ik 

Kaliiwungu   meineimpatkan   anggotanya   untuk   raziia   dan   meimbeiriki                an 
 

peni             gamanan khusus dii       wiilayah-wiilayah tersebutii  . 
 

2. Meimpeilajarii        modus opeirandii  

 
Modus opeirandii  meirupakan salah satu keindala dalam 

 

peni  anggulangan tiindak pidi ana peincuriian keindaraan beirmotor dii  

 

Keicamatan Kaliiwungu. Deingan meimpeilajarii        modus operi          andii         diiharapkan 

dapat  meinceigah  para  peilaku  curanmor.  Peiran  iinii                 diilakukan  deingan 

meimpeilajarii                modus  yang  diilakukan  oleih  peilaku  curanmor  keimudiian 

diiteintukan cara meingatasiinya. 

3. Meilakukan raziai  seci  ara rutiin 
 

Raziia rutiin diilaksanakan oleih anggota Polseik Kaliiwungu seibagau 

solusii           seilaiin  meineintukan  tiitiik  rawan  dan  meimpeilajarii            modus opeirandii. 

Raziia rutiin iinii           meirupakan langkah seibagaii          solusii           dan peiran peiniindakan 

langsung apabiila diti        eimukan peincuriai             n keindaraan beri          motor dii        Keicamatan 
 

Kaliiwungu. 

 

4. Meingajak masyarakat untuk turut aktiif beirpartiisiipasii  dalam 
 

peni  anggulangan keijahatan peincuriian keindaraan beirmotor 

 

Partiisiipasii              masyarakat  meinjadii              solusii              peintiing  dalam  meingatasii  

 

hambatan  yang  diialamii               oleih  anggota  Polseik  Kaliiwungu.  Keti        eirliibatan 

masyarakat  seicara  aktiif diiharapkan  dapat  meimiiniimaliisiir  dan  meinceigah 
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teri          jadiinya  tiindak  piidana  peincuriai             n  keindaraan  beri          motor  dii              Kecai  matan 
 

Kaliiwungu. 
 

5. Meilakukan  peinyeilidi               ikai  n  dan  penai  hanan  dii                 Polseki  peilaku  peincuriai             n 
 

keindaraan beirmotor 

 

Piihak Polseik Kaliiwungu meilakukan peinyeiliidiikan teirhadap peilaku 

tiindak   piidana   peincuriian   keindaraan   beirmotor.   Peilaku   yang   beirhasiil 

diti        angkap dan diti        ahan akan meinjalanii         proseis peinyeiliidiikan. Jiika teirbuktii 

meilakukan  tiindak  piidana  peincuriian  keindaraan  beirmotor,  kasus  meireika 

akan  diiseirahkan  kei           keijaksaan  untuk  peirsiidangan.  Peilaku  tiindak  piidana 

peni  curiian  keindaraan  beri          motor  diitahan  dii                  Polseki  Kaliiwungu  seilama 
 

maksiimal einam puluh harii       deingan keibanyakan peilaku diti         ahan seilama dua 

puluh harii. Seilama masa peinahanan, meireika akan meinjalanii      proseis hukum 

dan Polseik  akan meimbeiriikan meireki               a  makanan seri          ta penyui  luhan rohanii 

 

seti        iiap   harii                    Kamiis.   Tujuannya   adalah   agar   para   peilaku   meinyadarii 

keisalahan yang meireika lakukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Beri         dasarkan  hasiil  analiisiis  yang  teilah  diipaparkan,  keisiimpulan  pada 
 

peni              eiliti         iai             n ini              ii       diai             ntaranya seibagaii        beri           ikuti  : 
 

1. Keipoliisiian  meimiiliikii                peiran  yang  beisar  dalam  peinanggulangan  tiindak 
 

pidi              ana peincuriai             n keindaraan beri          motor. Dalam hal penai  nggulangan tindi  ak 
 

pidi              ana  peincuriai             n  kendaraan  beri           motor,  Polseki  Kaliwui  ngu  meilakukan 
 

peni             gamanan teri         padu beri         sama masyarakat, peni              iingkatan kiineri          ja 
 

Kepi  oliisiian, peimasangan spanduk hiimbauan, peni yuluhan keipada 
 

masyarakat,  peinyuluhan  keipada  para  juru  parkiir,  peiniingkatan  kiineirja 
 

Reiskriim dalam peinye ilidi  iikan dan peni yiidiikan seirta peingawasan teirhadap 
 

resi            iidiiviis, dan keri           ja sama deingan peimeiriintah daeirah. 

 

2. Keindala  yang  diihadapii               oleih  aparat  Keipoliisiian  dalam  meinanggulangii 

keijahatan peincuriian keindaraan beirmotor diiantaranya  faktor masyarakat, 

faktor barang buktii, faktor peilaku teirorganiisiir, dan faktor modus operi         andii. 

Adapun solusii           yang diilakukan oleih Polseik Kaliiwungu dalam meingatasii  

hambatan teirseibut diiantaranya meineintukan tiitiik-tiitiki                      rawan, meimpeilajarii  

 

modus opeirandii, meilakukan raziia seci            ara rutin,i  dan meingajak masyarakat 
 

untuk turut aktiif beri          partiisiipasii     dalam peinanggulangan keijahatan peni              curiai             n 
 

keni             daraan  beri          motor,  dan  meilakukan  peinyeilidikii  an  seri         ta  penai  hanan  di i  

 

Polseik bagii       peilaku peincuriai              n keindaraan beri          motor. 
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B. Saran 
 

Saran  yang  diihadiirkan  peinuliis   meilaluii                  peineiliitiian  iinii                  diiantaranya 

seibagaii       beiriikut: 

1. Bagii piihak Keipoliisiian seirta para peineigak hukum laiinnya diiharapkan untuk 

teirus konsiistein dalam meilakukan peinanggulangan tiindak piidana peincuriian 

keindaraan beirmotor. 

2. Bagii    Leimbaga    Peimasyarakatan,    diiharapkan   keipada    Lapas   untuk 

meimberi iikan peimbiinaan dan peimbeikalan keitrampiilan seicara beirkeilanjutan 

keipada  narapiidana  seibagaii  suatu  peiran peimbeikalanteri hadap  narapiidana 

guna meinghadapii keihiidupan dii liingkungan masyarakat untuk keideipannya 

seihiingga  nantiinya  tidi  ak  teri jadii  keimbalii  residivisiiii meilakukan  peincuriai  n 
 

keindaraan beirmotor. 

 

3. Bagii  masyarakat,  diiharapkan  turut  aktiif  teirliibat  dalam  pe inanggulangan 

tiindak pidi   ana peincuriian keindaraan beirmotor. Seilaiin iti  u masyarakat juga 

diiharapkan untuk me injaga keai   manan dan me ingawasii keindaraan beirmotor 

yang  diimiiliik 

peincuriian. 

iinya  untuk  me imiiniimaliisiir  dan  me ingantisi  ipi asii   teirjadiinya 
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